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KATA PENGANTAR

Ucapan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa kami sampaikan karena atas
izin-Nya maka Book chapter ini telah tersusun sebagaimana yang telah kami
rencanakan.

Book chapter ini merupakan kompilasi dari artikel yang dipaparkan dalam
acara “Konferensi Nasional Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum
Administrasi Negara (KNAPHTN-HAN)” yang diselenggarakan di Provinsi Bali
pada Tahun 2022 dengan mengangkat tema “Dinamika Negara Hukum
Demokratis Pasca Perubahan UUD 1945” yang terselenggara berkat Kerja sama
Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara
(APHTN-HAN) dengan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia
(MPR RI).

Dalam Book chapter dibagi dalam beberapa sub bab yang menjadi
pembahasan dalam pemaparan per panel dalam konferensi. Pertama, Penataan
Legislasi dan Peraturan Kebijakan; Kedua, Pokok-Pokok Haluan Negara dalam
Sistem Ketatanegaraan Indonesia; Ketiga, Pemilihan Umum dan Pemilihan
Kepala Daerah; dan Keempat, Perkembangan Kewenangan Peradilan Tata Usaha
Negara; Kelima, Perizinan Pasca Undang-Undang Cipta Kerja.

Artikel yang termuat dalam Book chapter ini telah di-review oleh Tim
Reviewer yang ditunjuk oleh panitia sesuai dengan bidang kepakaran yang
dimilikinya. Tim Reviewer juga telah melakukan beberapa kali korespondensi
dengan penulis untuk mendiskusikan dalam rangka perbaikan artikel tersebut.
Atas upaya ini, semoga Book chapter ini melahirkan kemanfaatan kepada kita
semua. Semoga Tuhan Yang Maha Esa melimpahkan keberkahan kepada kita
semua. Amin.

Tim Penyusun,

Dinamika Negara Hukum Demokratis
Pasca Perubahan UUD 1945



KATA PENGANTAR

Prof. Dr. M. Guntur Hamzah, S.H., M.H.
Hakim Konstitusi, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Ketua Umum Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara/Hukum Administrasi
Negara

das recht wird nicht gemacht, est ist und wird mit dem volke
(Friedrich Carl von Savigny)

Pembaca yang budiman, hukum itu tidak dapat dibuat, kecuali terjadi
bersama-sama dengan masyarakat. Kondisi sosial kemasyarakatan inilah yang
senantiasa berkembang, sehingga hukum juga harus senantiasa berkembang dan
dinamis. Demikianlah yang pernah disampaikan oleh seorang ahli hukum asal
Jerman bernama Friedrich Carl von Savigny dengan ungkapannya yang tersohor
das recht wird nicht gemacht, est ist und wird mit dem volke.

Seorang ahli hukum Jerman lain bernama Rudolf von Jhering dalam
bukunya Law as a means to an End juga mengatakan “Law, then, is the sum of the
conditions of social life in the widest sense of the term, as secured by the power of
the state through the means of external compulsion”. Menurutnya, hukum
merupakan sejumlah kondisi kehidupan sosial yang dijamin oleh kekuasaan
negara melalui sarana paksaan yang bersifat eksternal. Ditambah lagi, sistem
hukum bukan semata-mata hanya seperangkat aturan statis melainkan refleksi
yang senantiasa berubah-ubah dari perkembangan terutama hubungan
keragaman karakteristik sosial yang hidup dalam masyarakat baik masyarakat
tradisional maupun masyarakat modern, baik perubahan secara cepat maupun
perubahan secara lambat.

Demikian juga dengan hukum di negara demokratis yang memiliki
dinamikanya tersendiri, ia akan selalu berkembang mengikuti perubahan zaman
khususnya perubahan konstitusi dan teori-teori hukum kontemporer. Dalam
konteks Indonesia, dinamika tersebut sudah mulai bergulir sejak Indonesia
merdeka ditahun 1945. Sejak saat itu, perkembangan ketatanegaraan terus silih
berganti mewarnai bangsa Indonesia dari eranya UUD 1945, Konstitusi RIS,
UUDS 1950, amendemen UUD 1945, hingga masa reformasi sebagai puncaknya.

Dinamika Negara Hukum Demokratis
Pasca Perubahan UUD 1945



Dalam bidang Hukum Tata negara, penguatan sistem presidensiil, sistem
pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah, penataan otonomi daerah,
penataan regulasi, pokok-pokok haluan negara, hingga penataan hubungan
kelembagaan negara menjadi isu-isu yang sering dibahas dalam forum-forum
akademis. Sementara itu, bidang Hukum Administrasi Negara juga mengalami
dinamika yang cukup kompleks pasca lahirnya Undang-Undang Nomor 30
Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terutama terkait isu perizinan, perkembangan
kewenangan PTUN, isu terkait diskresi, peraturan kebijakan (beleidsregel),
hingga keputusan fiktif positif dari pejabat tata usaha negara.

Penyusunan dan penerbitan Book Chapter berjudul “Dinamika Negara
Hukum Demokratis Pasca Perubahan UUD 1945” sudah barang tentu menjadi
bacaan yang menarik sebagai upaya menjawab tantangan-tantangan dan isu-isu
Hukum Tata Negara dan Administrasi Negara saat ini semakin dinamis dan
kompleks. Buku ini merupakan kumpulan karya besar (magnum opus) dari para
Pemikir HTN /HAN dari berbagai daerah di Indonesia yang telah dipresentasikan
dalam Konferensi HTN/HAN pada tahun 2022 di Bali. Dalam konferensi
tersebut banyak pemikir dari kalangan professor, dosen, praktisi, dan peneliti
saling mempromosikan ide/gagasan mereka, beradu argumen, berperang
pemikiran (ghazwul fikri), dan selanjutnya bersama-sama menentukan arah
perbaikan terhadap kondisi kekinian di Indonesia. Sehingga, sangat amat
disayangkan apabila gagasan tersebut tidak disajikan dalam bentuk buku yang
sejatinya dapat menjangkau kalangan luas dari pembaca.

Para penulis telah berhasil menyajikan pemikiran, ide, dan gagasan dalam
menjawab isu-isu aktual di bidang Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi
Negara yang komprehensif dan mudah dipahami para Pembaca. Saya berharap
buku ini juga dapat menjawab kebutuhan praktik dan akademik Hukum Tata
Negara dan Hukum Administrasi Negara yang ada saat ini dan di masa yang akan
datang. Hal mana buku ini semoga dapat menjadi bagian dalam mewujudkan vizi
APHTN/HAN dalam membangun ekosistem akademik APHTN/HAN sebagai
organisasi keilmuan yang inklusif, kolegialitas, altruistis, dan kontributif untuk
kemajuan bangsa dan negara.

Sebelum mengakhiri pengantar kata book chapter ini, sebagai Ketua Umum
APHTN-HAN, saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada Majelis
Permusyawaratan Rakyat yang telah berkolaborasi dengan APHTN /HAN dalam
menyelenggarakan konferensi HTN/HAN pada tahun 2022 lalu, seluruh
Pengurus Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara/ Hukum Administrasi Negara
yang telah berhasil menyusun Book Chapter ini, dan para peserta Konferensi
HTN/HAN yang telah menyumbangkan ide, pikiran, dan gagasannya.
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Saya ucapkan selamat, dan semoga buku ini dapat memberikan banyak
manfaat bagi perkembangan praktik dan keilmuan Hukum Tata Negara dan
Hukum Administrasi Negara.

Jakarta, 11 Juni 2023
Prof. Dr. M. Guntur Hamzah, S.H., M.H.

... | Dinamika Negara Hukum Demokratis
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BAB I

PENATAAN LEGISLASI DAN
PERATURAN KEBIJAKAN



REFORMULASI PARTISIPASI PUBLIK DALAM PEMBENTUKAN
UNDANG-UNDANG PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 91/PUU-XVIII /2020

Fahmi Ramadhan Firdaus
Fakultas Hukum Universitas Jember
JI. Kalimantan No. 37, Kab. Jember

Email: contact.fahmirf@gmail.com

ABSTRAK

Putusan MK No. 91/PUU-XVIII /2020 tidak hanya berdampak pada UU No. 11
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagai objek pengujiannya. Lebih dari itu,
Putusan MK tersebut seakan memotret permasalahan mendasar proses
pembentukan undang-undang yang harus segera diperbaiki. Permasalahan
tersebut yakni Pertama, metode Omnibus yang tidak diatur terlebih dahulu
mekanismenya dalam UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan. Kedua, kesalahan prosedur adanya perubahan naskah
pasca persetujuan bersama. Ketiga, mengabaikan partisipasi publik yang
bermakna dalam pembentukan undang-undang. Penelitian ini akan berfokus
pada koreksi Mahkamah Konstitusi terhadap proses pembentukan undang-
undang agar lebih mengedepankan partisipasi bermakna tak sekedar formalitas
belaka. Catatan Mahkamah Konstitusi tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh
para pembentuk undang-undang dengan merevisi Undang-Undang No. 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang salah
satu substansinya merubah ketentuan Pasal 96 yang memuat mengenai
pengaturan partisipasi publik dalam pembentukan undang-undang. Adapun
rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini yakni, apa makna
partisipasi publik yang bermakna dalam pembentukan undang-undang
berdasarkan Putusan MK No. 91/PUU-XVIII /2020, dan bagaimana pengaturan
yang ideal dalam revisi Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan untuk mengakomodasi
partisipasi yang bermakna dalam pembentukan undang-undang. Metode
analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif. Terhadap draft revisi
Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan yang sedang dibahas, masih banyak catatan perbaikan.
Revisi undang-undang tersebut tentu harus memberikan konsep partisipasi
publik yang bermakna dalam setiap pembentukan peraturan undang-undang,
dan mengakomodasi setiap pihak berkepentingan yang terdampak.

Kata Kunci : Partisipasi Publik, Pembentukan, Undang-Undang,
Mahkamah Konstitusi
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I. PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Salah satu unsur penting dalam sebuah negara hukum formal adalah segala
tindakan yang berdasarkan hukum atau undang-undang, negara hukum formal
yakni negara hukum yang mendapat legitimasi dari rakyat, segala tindakan
penguasa memerlukan bentuk hukum tertentu, harus berdasarkan undang-
undang. Negara hukum formal ini disebut juga negara demokrasi yang
berlandasakan hukum.' Hubungan rakyat dengan negara dalam iklim demokrasi
di Indonesia tak dapat dipisahkan, sebab rakyat memegang kedaulatan tertinggi
dan dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Dasar.”

Meski sudah menginjak 23 Tahun Reformasi, sebuah peristiwa yang menjadi
momentum terbukanya keran demokratisasi di Indonesia, namun faktanya
kehidupan demokrasi kita masih banyak terdapat kekurangan. Menurut laporan
Indeks Demokrasi Dunia Tahun 2021 yang dirilis oleh The Economist
Intelligence Unit (EIU), Indonesia menduduki peringkat ke-52 dunia dengan
skor 6,71. EIU juga mengelompokkan Indonesia sebagai negara dengan
demokrasi yang cacat (flawed democracy). Menurut EIU, negara dengan
demokrasi cacat umumnya sudah memiliki sistem pemilu yang bebas dan adil,
serta menghormati kebebasan sipil dasar. Namun, negara dalam kelompok
‘cacat’ ini masih memiliki masalah fundamental seperti rendahnya kebebasan
pers, budaya politik yang anti kritik, partisipasi politik warga yang lemah, serta
kinerja pemerintah yang belum optimal. Meski masih tergolong 'cacat’, indeks
demokrasi Indonesia sudah naik 12 peringkat dari tahun sebelumnya yang
berada di peringkat ke-64 dunia. Indeks Demokrasi EIU dihitung berdasarkan 5
(lima) indikator, yaitu proses pemilu dan pluralisme, fungsi pemerintahan,
partisipasi politik, budaya politik, dan kebebasan sipil.?

Adapun dari 5 (lima) indikator yang diukur oleh EIU untuk menentukan
Indeks Demokrasi, skor Indonesia naik pada tiga aspek, yakni keberfungsian
pemerintah, yakni dari 7,50 menjadi 7,86. Kebebasan sipil naik dari 5,59 menjadi
6,18. Sementara partisipasi politik melesat dari skor 6,11 menjadi 7,22. Namun,
masih ada dua aspek yang stagnan dibandingkan dengan tahun lalu. Proses
elektoral dan pluralisme tak bergerak di skor 7,92. Adapun indikator budaya
politik juga masih berada di angka 4,38.*

Masih rendahnya indeks demokrasi kita ditahun 2021 dipengaruhi Kebijakan
publik yang dibuat tidak memperhatikan masukan masyarakat, termasuk revisi
Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi dan pembentukan Undang-
Undang Cipta Kerja. Pemerintah seharusnya sadar, salah satu yang akan
menaikkan atau menurunkan Indeks Demokrasi ialah mereka sendiri.
Pemerintah harus lebih mengoptimalkan peran selaras dengan kehendak publik.

! Jimly Asshiddiqie, 2008. Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Pasca Reformasi, (Jakarta: Bhuana Iimu Populer),
h. 304

® pasal 1 ayat (2) UUD 1945

% Monavia Ayu Rizaty, 2022. Indeks Demokrasi Dunia 2021 Indonesia dinilai Masih Lemah, Katadata.co.id,
https: / /databoks.katadata.co.id /datapublish /2022 /02 /14 /indeks-demokrasi-dunia-2021-
indonesia-masih-dinilai-lemah

* Kurnia Yunita Rahayu, Igbal Basyari dan Nina Susilo, 2022. Peningkatan Skor Indeks Demokrasi 2021 Tak
Serta Merta Tandai Perbaikan Kualitas Demokrasi Indonesia, Kompas.id,
https: / /www.kompas.id /baca /polhuk /2022 /02 /14 /peningkatan-skor-indeks-demokrasi-2021-
tak-serta-merta-tandai-perbaikan-kualitas-demokrasi-indonesia
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Dalam laporannya, EIU menyebut Indonesia bisa membalikkan tren
kemerosotan kualitas demokrasi berkat dua hal. Pertama, Putusan MK yang
menyarakan UU No 11/2020 tentang Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat
serta meminta pemerintah dan DPR merevisinya. Kedua, politik Presiden Joko
Widodo yang mengakomodasi berbagai kelompok politik dalam kabinet dinilai
kondusif untuk membangun konsensus antarkekuatan politik.’

Namun disisi lain keberadaan peraturan perundang-undangan bagi negara
hukum juga menghadapi masalah, diantaranya masih terdapat produk undang-
undang yang disahkan menimbulkan permasalahan di berbagai aspek antara
lain, banyak undang-undang yang sesungguhnya tak terlalu dibutuhkan
masyarakat, kualitas produknya tidak memadai, masih banyak undang-undang
yang bertentangan satu sama lain, tidak terintegrasi dengan baik sejak awal, dan
undang-undang mengenai kepentingan publik secara luas seringkali
menimbulkan masalah.

Permasalahan disharmonisasi peraturan perundang-undangan yang
menyebabkan apa yang disebut oleh Richard Susskind sebagai hyper
requlations.” Presiden Joko Widodo mengeluhkan masalah peraturan
perundang-undangan diantaranya hyper regulation dan tumpang tindih
peraturan, yang mengakibatkan pelaksanaan birokrasi berbelit-belit dan
menyebabkan ketidakpastian sehingga investasi menjadi terhambat pada
periode pertama masa pemerintahannya. Konferensi Nasional Hukum Tata
Negara (KNHTN) ke-4 di Jember tahun 2017 silam juga merekomendasikan
perampingan regulasi di Indonesia karena begitu banyak menyebar di berbagai
kementerian /lembaga.®

Mengatasi permasalahan tumpang tindih dan disharmonisasi peraturan
perundang-undangan yang menyebabkan tidak maksimalnya investasi,
pemerintah bersama DPR kemudian membentuk Undang-Undang Cipta Kerja
yang penyusunannya menggunakan metode Omnibus Law. Maria Farida Indrati
memberikan pengertian Omnibus Law sebagai satu undang-undang baru yang
mengandung atau mengatur berbagai macam substansi dan berbagai macam
subyek untuk langkah penyederhanaan dari berbagai undang-undang yang
masih berlaku.” Menurut Audrey O. Brien, Omnibus Law merupakan suatu
rancangan undang-undang yang mencakup lebih dari satu aspek yang digabung
menjadi satu undang-undang. Sementara menurut Barbara Sinclair, Omnibus
Law merupakan proses pembuatan peraturan yang bersifat kompleks dan
penyelesaiannya memakan waktu lama karena mengandung banyak materi
meskipun subjek, isu, dan programnya tidak selalu terkait."

5 11 .
Ibid.

% Bayu Dwi Anggono, , 2014. Perkembangan Pembentukan Undang-Undang di Indonesia, (Jakarta: Konstitusi
Press), h. 10

" Richard E Susskind, 2005. The Susskind interviews: Legal experts in changing times (Sweet & Maxwell) h.
17

8 Moh. Nadlir, 2017.Rekomendasi Jember untuk Penataan “Obesitas Regulasi” di Indonesia, Kompas.com,

https:/ /nasional. kompas.com /read /2017 /11 /12 /17412311 /rekomendasi-jember-untuk-penataan-

obesitas-regulasi-di-indonesia

Maria Farida, 2020. Omnibus Law, uu Sapu Jagat?”, Kompas.id,

https:/ /kompas.id /baca/opini/2020/01/04 /omnibus-law-uu-sapu-jagat

' paulus Aluk Fajar Dwi Santo , 2019. Memahami Gagasan Omnibus Law, Binus.ac.id, https://business-
law.binus.ac.id /2019 /10 /03 /memahami-gagasan-omnibus-law
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Kebijakan pemerintah bersama DPR untuk membentuk undang-undang
menggunakan metode Omnibus Law tak terlepas dari pro dan kontra, disatu sisi
metode Omnibus Law dianggap menjadi salah satu upaya konkrit dalam
mengatasi problem regulasi, namun disisi lain belum adanya pengaturan yang
jelas mengenai bagaimana pembentukan undang-undang dengan menggunakan
metode Omnibus Law yang seharusnya diatur dalam Undang-Undang No. 12
Tahun 2011 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 15 Tahun 2019
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Kronologis pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja dimulai sejak 17
Desember 2019. Saat itu, Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja masuk
ke dalam 248 Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Jangka Menengah tahun
2020-2024 dan Prolegnas Prioritas 2020 yang disahkan DPR, pemerintah dan
DPD dalam Rapat Paripurna DPR. 12 Februari 2020, mengirim enam menterinya
yaitu, Menko Perekonomian, Menteri Keuangan, Menteri Hukum dan HAM,
Menteri Ketenagakerjaan, Menteri Agraria dan Tata Ruang dan Menteri
Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk menyerahkan draf, naskah akademik
(NA) RUU Ciptaker beserta Surat Presiden (Surpres) langsung ke DPR yang
diterima langsung Ketua DPR dan 4 Wakil Ketua."

Rapat konsultasi pengganti Badan Musyawarah (Bamus) DPR menyerahkan
pembahasan RUU Ciptaker pada Badan Legislasi (Baleg) DPR. Dan Baleg DPR
membentuk Panitia Kerja (Panja) RUU Ciptaker pada 14 April 2020, yang terdiri
atas 35 orang anggota dan 5 orang pimpinan Baleg DPR. Pada 27 April dengan
mengundang sejumlah ahli, pakar dan akademisi terkait, serta stakeholder yang
terkait dengan RUU Ciptaker, termasuk dari asosiasi-asosiasi profesi, pengusaha
dan juga serikat buruh. RUU Ciptaker terdiri atas 174 Pasal dari 15 bab yang
berdampak terhadap 1203 Pasal dari 79 UU terkait dan terbagi dalam 7197 Daftar
Inventarisasi Masalah (DIM). Pembahasan DIM dilakukan oleh Panitia Kerja
(Panja) secara detail dan intensif mulai dari tanggal 20 April sampai dengan 3
Oktober 2020 atau 3 masa sidang DPR. Hingga puncaknya pada 5 Oktober 2020,
Undang-Undang Cipta Kerja disahkan. Kemudian diundangkan pada 2
Noveerer 2020 menjadi Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja.

Sepanjang proses pembentukannya, Undang-Undang Cipta Kerja menuai
berbagai kritik dari berbagai elemen terkait dengan kurangnya transparansi dan
minimnya partisipasi publik. Sebagai catatan semenjak disusun, tidak ada
publikasi draft yang resmi diberikan kepada publik, disamping itu kondisi
Pandemi Covid-19 yang membuat pertemuan dan mobilitas dibatasi membuat
hal ini cukup menyulitkan publik untuk memberikan masukan.

Pasca disahkan pada Rapat Paripurna 5 Oktober 2020, masih terdapat hal
yang tidak transparan sebab draft RUU yang disahkan tidak diberikan kepada
Anggota DPR yang hadir dan juga kepada publik. Terdapat beberapa versi yang
tersebar di publik, yakni dari versi 1028 halaman, 905 halaman, 1052 halaman,

" Kiswondari, 2020. Kronologi Lahirnya UU Cipta Kerja yang Jadi Kontroversial di Masyarakat,

Okezone.com, https:/ /nasional.okezone.com /read /2020 /10 /07 /337 /2289793 /kronologi-
lahirnya-uu-cipta-kerja-vang-jadi-kontroversial-di-masyarakat?page=3
12 .
Ibid.
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1035 halaman, 812 halaman, dan terakhir versi final yang disahkan oleh Presiden
berubah menjadi 1187 halaman.”

Oleh karena pembentukannya yang dianggap melanggar ketentuan formil,
beberapa pihak mengajukan Uji Formil ke Mahkamah Konstitusi, dari 12
permohonan baik uji formil dan/atau materiil, hanya 1 permohonan dikabulkan
sebagian yakni putusan MK No.91/PUU-XVIII /2020 yang menyatakan UU Cipta
Kerja inkonstitusional bersyarat sepanjang tidak dilakukan perbaikan selama 2
tahun sejak putusan diucapkan pada 25 November 2021.

Satu hal menarik yang akan menjadi fokus kajian penelitian ini adalah
adanya progresivitas dalam pertimbangan pengujian formil Undang-Undang
Cipta Kerja, diantaranya menguraikan berbagai standar konstitusional setiap
tahap pembentukan undang-undang, melibatkan partisipasi publik yang
bermakna (meaningful participation), memastikan asas keterbukaan berupa
transparansi dan aksesibilitas terhadap proses dan dokumen terkait
pembentukan UU (naskah akademik, RUU, dan lainnya).

B. Perumusan Masalah

Terhadap hal yang diuraikan dalam latar belakang, terdapat 2 (dua) rumusan
masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini. Pertama, apa makna partisipasi
publik yang bermakna dalam pembentukan undang-undang berdasarkan
Putusan MK No. 91/PUU-XVIII /2020? Kedua, bagaimana pengaturan yang ideal
dalam revisi Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan untuk mengakomodasi partisipasi yang
bermakna dalam pembentukan undang-undang.

C. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam peneltian ini adalah metode penelitian
hukum Yuridis Normatif (Legal Research) dengan tiga jenis pendekatan, yaitu:
pendekatan undang-undang (statute approach), pendekatan konseptual
(conceptual approach), pendekatan sejarah (historical approach). Metode analisis
data yang digunakan adalah analisis kualitatif. Adapun metode analisis kualitatif
merupakan analisis data yang tidak menggunakan angka, melainkan
memberikan gambaran-gambaran (deskripsi) dengan kata-kata atas temuan-
temuan. Penelitian ini secara spesifik membahas Putusan MK No. 91/PUU-
XVIII /2020 yang membahas aspek partisipasi publik yang bermakna dalam
pembentukan undang-undang. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian
hukum yuridis normatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yakni
melalui studi dokumen maupun kepustakaan terhadap data-data sekunder
berupa bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Analisis yang
digunakan adalah secara deskriptif.

" Agus Sahbani, 2020. Berubah Setelah Persetujuan Bersama, Nasib UU Cipta Kerja di Ujung Tanduk?,
Hukumonline.com, https: / /www.hukumonline.com /berita /baca /1t5f9aaf3e042a4 /berubah-
setelah-persetujuan-bersama--nasib-uu-cipta-kerja-di-ujung-tanduk
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II. PEMBAHASAN

Secara garis besar terdapat 4 (empat) poin dalam Putusan MK No. 91/PUU-
XVIIL/2020. Pertama, pembentukan UU Cipta Kerja tidak mempunyai ketentuan
hukum yang mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai tidak
dilakukan perbaikan dalam waktu 2 tahun sejak putusan diucapkan. Kedua, jika
dalam tenggang waktu 2 tahun pembentuk Undang-undang tidak dapat
menyelesaikan perbaikan UU Cipta Kerja (hingga 25 November 2023), maka
Undang-undang atau pasal-pasal atau materi muatan undang-undang yang
telah dicabut atau diubah oleh UU Cipta Kerja, harus dinyatakan berlaku
kembali. Ketiga, UU Cipta Kerja masih tetap berlaku sampai dengan dilakukan
perbaikan pembentukan sesuai dengan tenggang waktu sebagaimana yang telah
ditentukan dalam Putusan MK 91/PUU-XVIII/2020. Keempat, menyatakan
untuk menangguhkan segala tindakan atau kebijakan yang bersifat strategis dan
berdampak luas, serta dilarang membentuk peraturan pelaksana baru yang
berkaitan dengan UU Cipta Kerja.* Sebagaimana focus scope yang telah
diuraikan dalam latar belakang, penelitian ini membahas mengenai masa depan
partisipasi publik dalam pembentukan undang-undang agar tercipta meaningful
participation yang termuat dalam pertimbangan hukum Putusan MK No.
91/PUU-XVIII /2020.

A. Partisipasi Publik yang Bermakna dalam Putusan MK No. 91/PUU-

XVIII/2020

Partisipasi berasal dari literatur Inggris yakni “participate” yang berarti ikut
serta, pengambilan bagian, peran serta. H.A.R Tilaar mendefinisikan partisipasi
sebagai wujud dari kehendak untuk melaksanakan demokrasi melalui proses
desentralisasi dengan mengupayakan perencanaan dari bawah (bottom-up) yang
mengikutsertakan publik dalam proses perencanaan dan pembangunan.” Henk
Addink menilai, partisipasi adalah keterlibatan aktif anggota kelompok dalam
suatu proses di kelompok." Sehingga partisipasi merupakan konsekuensi logis
dari sebuah negara yang menganut kedaulatan rakyat."”

Partisipasi publik dalam bernegara merupakan jaminan sebagai hak-hak
konstitusional berdasarkan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28C ayat (2) UUD 1945
yang memberikan kesempatan bagi warga negara untuk turut serta dalam
pemerintahan dan membangun masyarakat, bangsa, dan negara. Partisipasi dan
pelibatan masyarakat dalam proses rencana pembuatan kebijakan publik,
program kebijakan publik, proses pengambilan keputusan publik dan alasan dari
pengambilan keputusan publik merupakan salah satu ciri dari penyelenggaraan
negara demokratis."®

Beberapa tahun kebelakang para pembentuk undang-undang dirasa abai
terhadap partisipasi publik dalam proses pembentukan undang-undang,

1 Fahmi Ramadhan Firdaus, 2021. Memperbaiki 9]6) Cipta Kerja, Kompas.id,

https: / /www.kompas.id /baca /opini /2021 /12 /08 /memperbaiki-uu-cipta-kerja
HAR Tilaar, 2009. Kekuasaan dan Pendidikan: Manajemen Pendidikan Nasional dalam Pusaran
Kekuasaan, (Jakarta: Rineka Cipta) h. 287
6 Henk Adding, 2010. et al., Human Rights and Good Governance, (Utrecht: Utrecht University), h. 36
"7 Pasal 1 ayat (2) UUD 1945
'® Saut P. Panjaitan, 2010. “Jaminan Perlindungan Konstitusional Hak Tiap Orang Untuk Memperoleh
Informasi dan Berkomunikasi”, Jurnal Simbur Cahaya,. 15, no. 42, h. 1957-1958.
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permasalahan tersebut setidaknya dapat kita lihat dalam beberapa proses
pembentukan undang-undang diantaranya Revisi Undang-Undang tentang
Komisi Pemberantasan Korupsi, Revisi Undang-Undang tentang Mineral dan
Batubara, dan terakhir Undang-Undang tentang Cipta Kerja.

Padahal salah satu asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang
baik yakni terpenuhinya Asas Keterbukaan yang berarti dalam proses
pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan,
penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan
bersifat transparan dan terbuka. Sehingga seluruh lapisan masyarakat
khususnya yang terdampak memiliki ruang yang seluas-luasnya untuk
memberikan masukan dan menuangkan aspirasinya dalam pembentukan
peraturan perundang-undangan. Proses legislasi tidak hanya dijalankan DPR
bersama pemerintah saja, publik sebagai pemegang legitimasi dan kedaulatan
tertinggi wajib mengetahui sejauh mana dan bagaimana rancangan undang-
undang yang nantinya berdampak secara umum ketika disahkan.

Meskipun undang-undang yang dibentuk oleh pembentuk undang-undang
memiliki tujuan yang baik, hal ini tidak otomatis melemahkan peran partisipasi
publik, masyarakat diperlukan sebagai kekuatan penyeimbang khususnya untuk
mengawasi “blind spot” dalam proses pembentukan undang-undang, sebab tak
bisa dinafikan bahwa akan banyak faktor politik yang akan mempengaruhi
tujuan pembentukan undang-undang yang awalnya ditujukan untuk
kepentingan masyarakat.

Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020 menyebutkan bahwa terdapat 7
tujuan partisipasi publik dalam pembentukan undang-undang. Pertama,
menciptakan kecerdasan kolektif yang kuat yang akan memberikan analisis lebih
baik terhadap dampak potensial dan pertimbangan yang lebih luas dalam proses
legislasi untuk kualitas hasil yang lebih tinggi secara keseluruhan. Kedua,
membangun lembaga legislatif yang lebih inklusif dan representatif dalam
pengambilan keputusan. Ketiga, meningkatnya kepercayaan dan keyakinan
warga negara terhadap lembaga legislatif. Keempat, memperkuat legitimasi dan
tanggung jawab bersama untuk setiap keputusan dan tindakan. Kelima,
meningkatkan pemahaman tentang peran parlemen dan anggota parlemen oleh
warga negara. Keenam, memberikan kesempatan bagi warga negara untuk
mengomunikasikan kepentingan-kepentingan mereka. Ketujuh, menciptakan
parlemen yang lebih akuntabel dan transparan.”

Mahkamah Konstitusi dalam putusannya menekankan bahwa partisipasi
publik yang dilakukan dalam pembentukan undang-undang haruslah partisipasi
yang bermakna (meaningful participation). Partisipasi yang bermakna memiliki 3
prasyarat yang penting diantaranya. Pertama, hak untuk didengarkan
pendapatnya (right to be heard). Kedua, hak wuntuk dipertimbangkan
pendapatnya (right to be considered). Ketiga, hak untuk mendapatkan penjelasan
atau jawaban atas pendapat yang diberikan (right to be explained).*’

Dipandang dalam arti filosofis, partisipasi merupakan pelaksanaan dari
prinsip demokrasi. Era keterbukaan sekarang ini harus bisa dipahami oleh publik
bahwa partisipasi bukan hanya sebagai hak, namun juga sebagai kebutuhan yang

' putusan MK No. 91/PUU-XVIII /2020 (Poin 3.17.8) h. 392-393
20 .
Ibid.
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cukup penting. Publik tidak hanya sebagai user, tapi mereka adalah warga
negara yang sudah seharusnya memiliki sense of belonging dalam
penyelenggaraan negara. Partisipasi publik juga sejalan dengan konsep good
governance, partisipasi akan menghasilkan output peningkatan kualitas
kebijakan yang dibentuk dan juga memperkaya referensi stakeholder dalam
memutuskan kebijakan yang paling tepat.

B. Tindak Lanjut Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020 Mewujudkan

Partisipasi yang Bermakna

Secara normatif partisipasi publik dalam pembentukan undang-undang
diatur dalam Pasal 96 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan, bahwa masyarakat memiliki hak untuk
memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan. Masukan secara lisan dan/atau tertulis dapat
dilakukan melalui rapat dengar pendapat umum, kunjungan kerja, sosialisasi,
dan/atau seminar, lokakarya, dan/atau diskusi. Masyarakat yang dimaksud
dalam pasal tersebut adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang
mempunyai kepentingan atas substansi Rancangan Peraturan Perundang-
undangan, serta setiap Rancangan Peraturan Perundang-undangan harus dapat
diakses dengan mudah oleh masyarakat.

Namun dalam praktiknya, pembentuk undang-undang beberapa tahun
kebelakang tak sepenuhnya menerapkan amanat pasal tersebut, permasalahan
tersebut setidaknya dapat kita lihat dalam beberapa proses pembentukan
undang-undang diantaranya Revisi Undang-Undang tentang Komisi
Pemberantasan Korupsi, Revisi Undang-Undang tentang Mineral dan Batubara,
dan Undang-Undang tentang Cipta Kerja. Partisipasi hanya bersifat formalitas
dan hanya dijadikan klaim sepihak bahwa yang penting sudah ada partisipasi,
dengan mengesampingkan partisipasi yang bermakna. Kondisi tersebut diamini
oleh MK dalam Putusan No. 91/PUU-XVIII /2020 yang menyatakan adanya
pelanggaran secara langsung atas proses pembentukan UU Cipta Kerja.
Setidaknya pelanggaran terjadi pada tiga hal. Yakni pembahasan yang dilakukan
secara tergesa-gesa, tidak transparan dan minim partisipasi.

Putusan MK No. 91/PUU-XVIII /2020 kemudian menjadi salah satu latar
belakang Revisi UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan, agar mengatur kembali mekanisme partisipasi publik
yang bermakna dan bukan formalitas semata. Secara spesifik apa yang menjadi
koreksi Mahkamah Konstitusi dapat kita lihat dalam Pasal 96 draft Revisi UU 12
Tahun 2011, right to be heard dituliskan dalam Pasal 96 ayat (1) sebagai berikut,
Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam
setiap tahapan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, kemudian di ayat
(2) ditambahkan bahwa pemberian masukan masyarakat dilakukan secara daring
dan/atau luring.

Apresiasi bagi pembentuk undang-undang yang mencantumkan mekanisme
aspirasi dilakukan secara daring atau online, belajar dari pengalaman
pembentukan UU Cipta Kerja, advokasi serta penyampaian aspirasi oleh publik
begitu masif melalui media sosial, hal ini tak terlepas karena kondisi Pandemi
Covid-19 yang membatasi mobilitas dan pertemuan secara fisik.
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Hak kedua yakni right to be considered, dapat dilihat dari Pasal 96 ayat (7)
yang menyatakan bahwa hasil dari konsultan publik menjadi bahan
pertimbangan dalam perencanaan, penyusunan, dan pembahasan Peraturan
Perundang-undangan.

Terakhir, right to be explained dijelaskan dalam Pasal 96 ayat (8) bahwa
pembentuk peraturan perundang-undangan dapat menjelaskan kepada
masyarakat mengenai hasil pembahasan masukan masyarakat. Namun sebagai
catatan dalam rumusan Pasal 96 ini lebih condong mengatur hak masyarakat
dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, padahal perlu juga diatur
kewajiban dari pembentuk peraturan perundang-undangan. Seperti misalnya
Pasal 96 ayat (8), frasa “dapat” berpotensi menjadi alasan bagi pembentuk
undang-undang untuk tidak selalu memberikan penjelasan atas masukan publik.
Idealnya frasa tersebut diganti menjadi “wajib” sebab partisipasi yang bermakna
merupakan satu kesatuan yang tak terpisah, hak untuk mendapat penjelasan
merupakan konsekuensi wajib dari hak untuk didengar dan hak untuk
dipertimbangkan.

Secara normatif, mekanisme teknis partisipasi publik dapat kita temukan
dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No.
11 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Konsultasi Publik dalam
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagai peraturan pelaksana dari
Pasal 188 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan, dengan adanya revisi UU No. 12 Tahun 2011
khususnya Pasal 96 yang mengatur mengenai partisipasi publik, akan lebih
menegaskan lagi meaningful participation. Agar nantinya ketentuan pasal 96
dapat dilaksanakan secara efektif, maka peraturan pelaksananya harus
menyesuaikan revisi UU No. 12 Tahun 2011.

Sejauh mana nantinya partisipasi publik yang bermakna, dapat merujuk pada
Teori “A Ladder of Citizen Participation” yang dicetuskan oleh Sherry Arnstein
sebagai berikut:*

Tabel 1: A Ladder of Citizen Participation

1.  Citizen Control > Citizen Power (kekuatan
2. Delegated Power masyarakat), Kelompok ini
3.  Partnership menggambarkan  idealnya
partisipasi masyarakat,
mereka diberi ruang luas
untuk berpartisipasi,
menentukan masa
depannya melalui kebijakan
atau program dan mampu
mengontrol serta
mengevaluasi kerja

?! Sherry Arnstein, 1969. “A Ladder of Citizen Participation”, Journal of the American Institute of Planners 35,
no. 4 h. 216-224
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pemerintahan.

4.  Placation >  Tokenism (perlakuan

5. Consultation negatif, diskriminatif), pada

6. Informing kelompok ini publik tidak
dilarang dan bahkan diberi
ruang untuk berpartisipasi,
namun kuasa tetap pada
pemerintah.

7.  Therapy > Non-Participation (tidak

8.  Manipulation berpartisipasi), pada kedua
level tersebut otoritas sama
sekali menghilangkan

partisipasi masyarakat.

Dilihat dari tingkatan tangga partisipasi diatas, keterlibatan publik dalam
pembentukan undang-undang di Indonesia saat ini masuk dalam tahapan
partisipasi “Placation” yang mana komunikasi antara pembentuk kebijakan
dalam hal ini undang-undang dengan masyarakat sudah berjalan intens dan
masyarakat sudah memiliki kemampuan untuk lobby. Masyarakat mendapat
ruang untuk memberikan saran atau merencanakan usulan kebijakan. Tetapi
tetap pembentuk undang-undang yang menentukan apakah aspirasi publik
dapat ditindaklanjuti atau tidak. Sehingga output yang terjadi karena proses
partisipasi tersebut hanya secara formalitas semata.

Idealnya, tahap partisipasi publik yang diterapkan dalam proses
pembentukan undang-undang di Indonesia agar lebih bermakna adalah tipe
“Partnership” sebab dalam tahap ini, posisi pembentuk undang-undang dan
masyarakat merupakan mitra sejajar. Masyarakat memiliki daya tawar, dan
sudah ada negosiasi antara publik dan pemegang kekuasaan, baik sejak dalam
tahap pembentukan undang-undang dan pelaksanaan, maupun monitoring dan
evaluasi.

Salah satu pembentukan undang-undang yang mengakomodir partisipasi
publik secara substantif dan liberative yakni RUU Tindak Pidana Kekerasan
Seksual (RUU TPKS) yang baru saja disetujui bersama oleh DPR bersama
Pemerintah pada 12 April 2022, yang secara formal proses pembentukan RUU
TPKS dimulai sejak 2015. Meskipun pembahasannya tergolong cepat dalam
tempo kurang lebih 4 hari, namun prosesnya dilakukan secara terbuka. Masukan
masyarakat sipil diakomodir dalam Daftar Inventaris Masalah (DIM). Sehingga
hamper tidak ada penolakan terbuka dalam pembahasannya. RUU ini menjadi
terobosan hukum dalam upaya pencegahan dan penanganan kasus kekerasan
seksual secara komprehensif dan integratif.

Kita perlu sadari, dengan tantangan keberagaman yang ada di Indonesia
sangat sulit rasanya mengakomodir semua pihak. Tentunya harapan kita dengan
adanya Revisi UU 12 Tahun 2011 dapat membuat partisipasi publik dalam
pembentukan undang-undang lebih substantif dan seluas-luasnya, tidak hanya
dalam perbaikan UU Cipta Kerja, tapi semua undang-undang yang dibentuk
kedepannya. Pembentuk undang-undang tidak boleh hanya mendengar dan
mempertimbangkan aspirasi pihak yang pro dalam pembentukan undang-
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undang, namun juga mengakomodasi pihak yang kontra, sebab mereka yang
kontra sejatinya yang benar-benar terdampak dan potensial dirugikan.

I11. KESIMPULAN

Putusan MK No.91/PUU-XVIII /2020 dapat dikatakan menjadi Landmark
Decision yang pertama kali mengabulkan Uji Formil, disamping itu putusan ini
memotret proses legislasi yang tak partisipatif dalam pembentukan Undang-
Undang Cipta Kerja, padahal artisipasi publik harus menjadi suatu hal yang
mutlak. Bila proses perbaikan tidak memberikan ruang partisipasi masyarakat
secara maksimal, penolakan tidak akan ada hentinya terjadi dan kemungkinan
diuji di Mahkamah Konstitusi. Putusan MK tersebut harus dimaknai untuk
menata kembali partisipasi publik dalam pembentukan undang-undang yang
lebih meaningful, dengan langkah awal merubah klausul mengenai partisipasi
publik dalam pembentukan undang-undang dalam Undang-Undang No. 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Catatan
penting, dalam Revisi saat ini patut kita apresiasi bahwa pembentuk undang-
undang lebih mengakomodir hak masyarakat untuk berpartisipasi, namun disisi
lain tak kalah penting perlu ditambahkan kewajiban pembentuk undang-undang
untuk mewujudkan hak partisipasi yang bermakna. Tak cukup sampai disitu,
pasca nantinya undang-undang tersebut disahkan, peraturan pelaksana
dibawahnya juga perlu menyesuaikan. Partisipasi publik harus dibuka seluas-
luasnya, dan perlu memanfaatkan berbagai platform digital dan media sosial
untuk menampung aspirasi publik. Rekomendasi tak kalah penting mengenai
Revisi Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan saat ini diakui tak cukup menjawab permasalahan
regulasi, sehingga kedepan perlu adanya revisi kembali untuk mengatasi
permasalahan regulasi.
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ABSTRAK

Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) melalui skema pemanfaatan, adalah
salah satu sumber pemasukan keuangan daerah. Pengelolaan BMD diatur dalam
Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik
Negara/Daerah, yang kemudian ditindaklanjuti oleh Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 19 tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah. Akan
tetapi, regulasi sektor BMD masih dihadapkan dengan beberapa persoalan,
diantaranya koordinasi yang harus dilakukan dalam bentuk pengacuan
Mendagri terhadap Menkeu dalam penyusunan kebijakan umum dan teknis
BMD yang belum optimal. Alhasil, Permendagri 19/2016 masih belum
akomodatif menjadi acuan daerah dalam menyusun Peraturan
Daerah/Peraturan Kepala Daerah, sehingga banyak yang merujuk langsung
kepada Permenkeu yang merupakan rezim dari Barang Milik Negara (BMN). Atas
uraian diatas, maka dirumuskan masalah sebagai berikut: 1. Problem regulasi
sektor BMD dalam regulasi tingkat pusat dan daerah. 2. Format Penataan Ulang
Regulasi Pusat Sektor Barang Milik Daerah. Untuk membahas rumusan masalah
tersebut, digunakan metode penelitian (hukum) normatif, dengan pendekatan
perundang-undangan, konseptual dan dan kasus. Simpulan dari penelitian ini: 1.
Problem regulasi disebabkan koordinasi antar kementerian yang tidak dalam
satu garis koordinasi. Mendagri berada di bawah Menko Polhukam, dan Menkeu
berada dibawah koordinasi Menko Perekonomian. 2. Penataan regulasi
dilakukan dengan memisahkan Peraturan Pemerintah untuk BMN dan BMD,
dalam penyusunan PP tersebut wajib dilaksanakan dengan harmonisasi lintas
sektor. Hal ini perlu dilakukan karena BMD diatur dalam ‘beberapa’ undang-
undang, sehingga perlu adanya harmonisasi dalam penyusunan regulasi teknis
di tingkat PP, dan perlu adanya ekstra kehati-hatian. Penyesuaian dengan
undang-undang terbaru juga perlu dilakukan, untuk menciptakan harmonisasi
dari antara kebijakan umum dengan teknis pelaksanaannya.

Kata Kunci : Penataan Ulang, Regulasi dan Barang Milik Daerah.
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I. PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Otonomi daerah menciptakan distribusi tanggung jawab kesejahteraan
kepada rakyat dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah.! Pemerintah
daerah dituntut untuk kreatif dan inovatif dalam mencari pemasukan, agar
kesejahteraan rakyat daerah benar-benar tercipta. Hal itu merupakan
paradigma baru dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945 (UUD 1945), dimana mengubah pola kekuasaan terpusat (sentralisasi)
menjadi pola kekuasaan yang dibagi (desentralisasi).”

Pasal 18 ayat (1) UUD 1945 menyebutkan bahwa “Negara Kesatuan Republik
Indonesia dibagi atas daerah-daerah Provinsi dan daerah Provinsi itu dibagi atas
Kabupaten dan Kota, yang tiap-tiap Provinsi, Kabupaten dan Kota itu mempunyai
pemerintahan daerah, yang diatur dengan Undang-Undang”. Sedangkan Pasal 18
ayat (2) UUD 1945 sebagai grundnorm dari pemerintahan daerah secara tegas
mengatakan: “Pemerintahan daerah Provinsi, daerah Kabupaten dan Kota,
mengatur, dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi
dan tugas pembantuan.” Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kemudian
dilakukan berdasar prinsip otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan
pemerintahan yang oleh Undang-Undang ditentukan sebagai urusan
Pemerintah Pusat.

Sesuai dengan amanat UUD 1945, “Pemerintahan Daerah berwenang untuk
mengatur, dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi
dan tugas pembantuan’. Pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan
untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui
peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Di samping
itu melalui otonomi seluas-luasnya, daerah diharapkan mampu meningkatkan
daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan,
keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam

' Meminjam kerangka dari Brian C Smith, sejatinya distribusi tanggung jawab dan kekuasaan menjadi salah
satu strategi menciptakan kualitas baik dalam demokrasi tingkat nasional. Brian menjelaskan
bagaimana pengaruh demokrasi lokal dan nasional yang keduanya bersifat saling ‘menunjang’ dan
‘mempengaruhi’. 1998. Lihat dalam Brian C. Smith Local government and the transition to democracy:
a review article. Journal Administration and Development.

* Desentralisasi sendiri muncul sebagai wacana tata kelola pemerintahan yang baik bersamaan dengan ide
demokrasi pada masa Revolusi Perancis (1789-1799). Ketika itu terjadi perubahan sosial radikal dan
pergolakan politik di Perancis yang mengakhiri monarkhi absolut yang telah memerintah di Perancis
selama berabad-abad dalam waktu 3 tahun. Ide-ide lama yang berhubungan dengan tradisi dan
hierarkhi monarkhi, aristokrat, dan Gereja Katolik digulingkan secara tiba-tiba dan digantikan oleh
prinsip-prinsip baru Liberalisme yaitu liberte, egalite, dan fraternite (kebebasan, persamaan, dan
persaudaraan). Proses perubahan sosial yang radikal ini lah yang menandai munculnya gagasan baru
tentang demokrasi dan desentralisasi yang memberikan perhatian lebih kepada kebebasan individu
(masyarakat) vs negara. Wacana desentralisasi di Perancis telah menciptakan struktur demokratis
pertama di tingkat lokal, namun desentralisasi dalam tradisi Perancis ini, atau yang dikenal dengan
sistem Perfektoral, masih bersifat sentralistis. Artinya walaupun telah ada dewan pemerintahan
rakyat (conseil municipal dan conseil general) yang dipilih secara langsung oleh masyarakat namun
kewenangan pemerintah daerah masih terbatas dan pemerintah daerah merupakan wakil dari
pemerintah pusat yang masih memiliki kontrol kuat terhadap pemerintahan daerahnya. Bahkan 90%
dari staf di sektor publik bekerja untuk pemerintah pusat. Dalam tradisi ini pemerintahan daerah
seringkali sangat tergantung pada pemerintah pusat dan kepala daerah lebih sibuk melayani urusan
pemerintah pusat daripada melayani masyarakatnya. Lihat dalam Jun, J.S & Wright, D.S. (eds.),
Globalization and Decentralization: Institutional Context, Policy Issues, and Intergovernmental
Relations in Japan and United States, (DC: Georgetown University Press. 1996), h. 162.
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sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.” Sejak amandemen UUD 1945,
kebijakan desentralisasi dalam level undang-undang mengalami pasang surut,*
hingga terbaru ketentuan mengenai pemerintah daerah diatur dalam Undang-
Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Gambar

Dinamika Kebijakan Desentralisasi/Sentralisasi’

UU 23/2014 Effektifitas dan Efisiensi

KEBIJAKAN Penyelenggaraan PEMDA

DESENTRALISASI

[ UU 32/2004 Mencari Keseimbangan

UU 22/1999 Dominan Desentralisasi

UU 5/1974 Dominan Sentralisasi

| UU 18/1965 Dominan Desentralisasi ‘

[ PENPRES 6/1959 Dominan Sentralisasi ‘

UuU 1/1957 Dominan Desentralisasi

‘ UU 2271948 Dominan Desentralisasi

‘ UU 11945 Dominan Sentralisasi |

DESENTRALISATIE WET 1903 Dominan Sentralisasi

Mengenai Otonomi daerah dengan pemerintahan yang mandiri, seorang
Sosiolog Politik Larry Diamond menyatakan, bahwa daerah menunjang
pembangunan demokrasi dalam segala lini, yang salah satunya adalah demokrasi
di bidang ekonomi/atau dalam istilahnya disebut penguatan economic society,
dan responsif terhadap segala kebutuhan warganya.® Pemerintah daerah
mendapat pembagian kekuasaan dari pemerintah pusat untuk menjalankan

® Penjelasan Umum Undang-Undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

* Pasang surut, terlihat dalam undang-undang sektor pemerintahan daerah dan juga mengenai pemilihan
kepala daerah, sebagaimana dalam UU No, 32 Tahun 2004, UU No, 12 Tahun 2008, UU No. 23 Tahun
2014, PERPPU 2 Tahun 2014, UU No. 2 Tahun 2015 dan UU No. 9 Tahun 2015.

% Sumber: Sosialisasi UU NO 23 Tahun 2014 Oleh PROF. DR. H. Zudan Arif Fakrulloh, SH MH, 16 Desember

2014.

® Diamond memulai penelitiannya dengan menilai "gelombang ketiga" demokratisasi global yang dimulai
pada tahun 1974. Dengan banyak data kuantitatif dan ilustrasi kasus, ia menunjukkan bahwa
gelombang ketiga telah berakhir, meninggalkan kesenjangan yang semakin besar antara bentuk
elektoral dan bentuk liberal. Berkaitan dengan Substansi demokrasi, ia menggarisbawahi keadaan
yang hampa dan rapuh di banyak negara demokrasi dan pentingnya konsolidasi. Dia kemudian
mendefinisikan konsep konsolidasi demokrasi dan mengidentifikasi kondisi yang mendorongnya. Ini
termasuk lembaga politik yang kuat, desain kelembagaan yang sesuai, desentralisasi kekuasaan,
masyarakat sipil yang dinamis, dan kinerja ekonomi dan politik yang meningkat. Lihat dalam Larry
Diamond. Developing Democracy: Toward Consolidation. Johns Hopkins University Press, 2003. h.
120.
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segala lini mengenai urusan keuangan,’ atau yang umum disebut desentralisasi
fiskal.

Dalam konteks keuangan daerah, terdapat skema PD (Pendapatan daerah)
dan PAD (Pendapatan Asli Daerah).® Untuk PD ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (13):
Pendapatan Daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai
penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan. Untuk PAD,
hal ini ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (18) Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004
Perimbangan Kekuasaan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (UU 33/2004):
Pendapatan Asli Daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang
diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.’ Berdasarkan ketentuan Pasal ini, dapat
dipahami dalam menjalankan/mencari/menerima setiap pendapatan daerah,
harus didasarkan pada prosedur yang sah sesuai hukum: berdasarkan Peraturan
Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang menggunakan
instrumen pelaksana Perda, dan Perda tersebut diharuskan/diwajibkan
berkesesuaian dengan peraturan perundang-undangan lainya. Oleh karena
disyaratkan harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,
maka dalam ketentuan UU 33/2004,"° juga mengatur sumber penerimaan
daerah yang diperbolehkan menurut undang-undang. Pasal 5 UU 33/2004,
mengatur, Penerimaan Daerah dalam pelaksanaan Desentralisasi terdiri atas
Pendapatan Daerah dan Pembiayaan, yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah,;
Dana Perimbangan; dan Lain-lain Pendapatan."

7 Lihat dalam bagian Penjelasan Umum UU 33,/2004: Pembentukan Undang-Undang tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dimaksudkan untuk mendukung
pendanaan atas penyerahan urusan kepada Pemerintahan Daerah yang diatur dalam Undang-
Undang tentang Pemerintahan Daerah. Pendanaan tersebut menganut prinsip money follows
function, yang mengandung makna bahwa pendanaan mengikuti fungsi pemerintahan yang menjadi
kewajiban dan tanggung jawab masing masing tingkat pemerintahan. Perimbangan keuangan antara
Pemerintah dan Pemerintahan Daerah mencakup pembagian keuangan antara Pemerintah dan
Pemerintahan Daerah secara proporsional, demokratis, adil, dan transparan dengan memperhatikan
potensi, kondisi, dan kebutuhan Daerah. Pemerintah pada hakikatnya mengemban tiga fungsi utama
yakni fungsi distribusi, fungsi stabilisasi, dan fungsi alokasi. Fungsi distribusi dan fungsi stabilisasi
pada umumnya lebih efektif dan tepat dilaksanakan oleh Pemerintah, sedangkan fungsi alokasi oleh
Pemerintahan Daerah yang lebih mengetahui kebutuhan, kondisi, dan situasi masyarakat setempat.
Pembagian ketiga fungsi dimaksud sangat penting sebagai landasan dalam penentuan dasar-dasar
perimbangan keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah.

8 Junaidi A Devita, A Delis, 2004. “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Dan Jumlah
Penduduk Terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Jambi,” Jurnal Perspektif
Pembiayaan dan Pembangunan Daerah 2, no. 2, h. 63-70.
http:/ /dx.doi.org /10.34209 /equ.v22i2.936.

% Hal ini ditegaskan kembali dalam Pasal 2 UU Perimbangan Keuangan Pemerintah Daerah dan Pusat, yakni:
(1) Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah merupakan subsistem
Keuangan Negara sebagai konsekuensi pembagian tugas antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
(2) Pemberian sumber keuangan Negara kepada Pemerintahan Daerah dalam rangka pelaksanaan
Desentralisasi didasarkan atas penyerahan tugas oleh Pemerintah kepada Pemerintah Daerah
dengan memperhatikan stabilitas dan keseimbangan fiskal. (3) Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah dan Pemerintahan Daerah merupakan suatu sistem yang menyeluruh dalam rangka
pendanaan penyelenggaraan asas Desentralisasi, Dekonsentrasi, dan Tugas Pembantuan.

' Fitria Ningrum, 2017. “Penerapan Sistem Pengelolaan Barang Milik Daerah Dan Kewajaran Laporan

Keuangan Pemerintah Daerah,” JURNAL EKUBIS 2, no. 1.

Berdasarkan ketentuan Pasal tersebut, terdapat beberapa pemahaman. Untuk mengkategorikan
pemasukan daerah sebagai PAD, maka yang menjadi dasar rujukan adalah harus Peraturan Daerah
setempat. Setiap tindakan pemerintahan pemerintah harus ada pendahuluan dasar hukum berupa
Peraturan Daerah, bukan hanya mengandalkan peraturan perundang-undangan diluar dari Perda,

1
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Kosec dan Tewodaj Mogues, dalam penelitiannya berjudul Decentralization
Without Democracy yang diterbitkan Cambridge University Press, menyatakan
bahwa semakin tinggi desentralisasi diadopsi secara formal oleh negara-negara
demokrasi, maka tantangan pelayanan publik terhadap pemenuhan
kesejahteraan sosial semakin tinggi, hal itu merupakan bentuk desentralisasi
fiskal dimana daerah dituntut kreatif menciptakan pemasukan keuangan
daerah.”” Desentralisasi fiskal tidak dapat dilepaskan dari pelaksanaan otonomi
daerah untuk mengatur keuangan daerah sesuai potensi masing-masing.
Sambanis, dkk juga menjelaskan, bahwa desentralisasi fiskal memaksa daerah
membaca karakter dan potensi dari tiap-tiap daerah dalam menjalankan
desentralisasi fiskal, sehingga kesejahteraan benar-benar terealisasi."” Salah satu
instrumen untuk mendapatkan pemasukan keuangan daerah, adalah dengan
pemanfaatan'* barang milik daerah (BMD) yang merupakan instrumen yang sah
dan dijamin dalam peraturan perundang-undangan.

Merujuk beberapa peraturan perundang-undangan, terdapat ragam
penyebutan terhadap BMD. Merujuk pada Undang-Undang Nomor 1 tahun
2004 tentang Perbendaharaan Negara (UU 1/2004), menggunakan istilah Barang
Milik Daerah (BMD) yakni: semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban
APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Dalam Undang-Undang
Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah
Pusat dan Daerah (UU 33 /2004)", menggunakan istilah yang konsisten dengan
UU 1/2004, yakni BMD."°

Berbeda dengan UU 1/2004 dan UU 33/2004, dalam Undang-Undang
Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (UU 17/2003), menggunakan
istilah-istilah yang berbeda yakni “Kekayaan Daerah”. Meskipun istilah berbeda,
tetapi secara konseptual tetap sama dengan makna dari BMD. Pasal 2 huruf g
UU Keuangan Negara menjelaskan: kekayaan negara/kekayaan daerah yang
dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang,
barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan
yang dipisahkan pada perusahaan negara,/ perusahaan daerah, dari Pasal
tersebut ‘barang’ merupakan bagian dari kekayaan daerah. Serupa dengan UU

seperti PP, Permen dan UU. Perda adalah prasyarat mutlak daerah untuk mengambil manfaat dari
setiap aksi pemerintah yang dalam hal ini adalah pemanfaatan. Untuk bisa mengambil manfaat dari
BMD, maka harus ada Perda yang spesifik mengatur tentang BMD, jika hal ini tidak ada maka
pemasukan dari pemanfaatan BMD itu adalah pemasukan yang tidak sah.
12 Kosec, K., & Mogues, T 2017. Decentralization Without Democracy. World Politics 72, No. 2, h. 165-
213./50043887120000027

Sambanis, Nicholas., & Milanovic, Branko. (2014). Explaining Regional Autonomy Differences in
Decentralized Countries. Comparative Political Studies, Vol. 47, No. 13, h. 1855.
https:/ /doi.org/10.1177 /0010414013520524.

¥ Pemanfaatan adalah bagian dari “Pengelolaan BMD". Menurut PP 27/2014 dan Permendagri 19,/2016,
Pengelolaan BMD terdiri antara lain dari: 1. Perencanaan Kebutuhan dan penganggaran; 2.
pengadaan; 3. Penggunaan; 3. Pemanfaatan; 4. pengamanan dan pemeliharaan; 5. Penilaian; 6.
Pemindahtanganan; 7. Pemusnahan; 8. Penghapusan; 9. Penatausahaan; dan 10. pembinaan,
pengawasan dan pengendalian.

15 Yang Kemudian dicabut oleh Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perimbangan Keuangan
Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, juga menggunakan istilah yang sama dengan sebelumnya,
yakni BMD.

'® pasal 55 UU Perimbangan Keuangan: Daerah tidak dapat memberikan jaminan atas pinjaman pihak lain.
Pendapatan Daerah dan/atau barang milik Daerah tidak boleh dijadikan jaminan Pinjaman Daerah.
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Keuangan Negara, dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak
dan Retribusi Daerah (UU 28,/2009)" menggunakan istilah yang sama dengan
UU 17 /2003, yakni ‘kekayaan daerah’."®

Makna kekayaan daerah dalam UU 28/2009 ini sama dengan makna dari
BMD dalam UU 1/2004, hal ini terlihat dalam penjelasan Pasal 128 UU 28 /2009,
dimana pemakaian kekayaan daerah salah satunya adalah “penyeweaan tanah
dan bangunan....” dimana penyewaan tanah merupakan salah satu bentuk dari
pemanfaatan BMD menurut UU No. 1/2004 dan peraturan turunannya. BMD
sebagai kekayaan daerah/aset daerah menjadi salah satu sumber pemasukan
keuangan daerah dengan pemanfaatan BMD. Menurut Peraturan Pemerintah
Nomor 27 tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (PP
27/2014): Pemanfaatan adalah pendayagunaan Barang Milik Negara/Daerah
yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian/
Lembaga/satuan Rerja perangkat daerah dan/atau optimalisasi Barang Milik
Negara/Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan.”

Pemerintah pusat dalam pengelolaan BMD berkedudukan sebagai pembina
dan pengawas terhadap pengelolaan BMD, yang dalam hal ini adalah Menteri
Dalam Negeri (Mendagri). Sebagai pembina, salah bentuk pembinaan adalah
membentuk Peraturan Menteri sebagai NSPK (Norma, Standar, Prosedur dan
Kriteria) yang menjadi rujukan daerah dalam melakukan segala tindakan
pemerintah daerah/penyusunan Peraturan Daerah. Pasal 90 PP 27/2014
menegaskan: 1) Menteri Keuangan melakukan pembinaan pengelolaan Barang
Milik  Negara dan menetapkan Rebijakan pengelolaan Barang Milik
Negara/Daerah. (2) Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas
kebijakan umum Barang Milik Negara/Daerah dan/atau kebijakan teknis Barang
Milik Negara. (3) Menteri Dalam Negeri melakukan pembinaan pengelolaan
Barang Milik Daerah dan menetapkan kebijakan sesuai dengan kebijakan umum
sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Akan tetapi dalam menjalankan pembinaan, Mendagri tidak berdiri sendiri
melainkan bergantung pada kebijakan yang dibentuk oleh Menteri Keuangan
(Menkeu). Dalam pola hubungan ini yang kemudian menimbulkan beberapa
problem. Masalah utama dari regulasi sektor BMD di tingkat pemerintah pusat
adalah minimnya koordinasi antar kementerian, dimana dalam penyusunan
Permendagri yang menjadi pedoman daerah, menghendaki untuk mengacu
kepada kementerian keuangan sebagaimana ditegaskan oleh PP 27 /2014. Alhasil,
menciptakan ketidakpastian hukum dalam level regulasi daerah sektor BMD.

" Saat ini sudah dicabut dan tidak berlaku oleh Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

'8 Lihat dalam Pasal 128 UU PRDR: (1) Objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 127 huruf a adalah pemakaian kekayaan Daerah. (2) Dikecualikan dari pengertian
pemakaian kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penggunaan tanah yang
tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut.

" Lihat dalam bagian Penjelasan Pasal 128 UU PDRD: Pemakaian kekayaan Daerah, antara lain, penyewaan
tanah dan bangunan, laboratorium, ruangan, dan kendaraan bermotor.

%% Lihat juga dalam bagian Penjelasan PP 27,/2014: Barang Milik Negara/Daerah berupa tanah dan/atau
bangunan yang tidak digunakan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan tidak sedang
dimanfaatkan wajib diserahkan kepada Pengelola Barang. Pemanfaatan dan Pemindahtanganan
Barang Milik Negara/Daerah dilakukan dalam rangka optimalisasi pendayagunaan Barang Milik
Negara/Daerah dan untuk mendukung pengelolaan keuangan Negara,/Daerah.
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Permenkeu sudah berganti-ganti sebanyak kurang lebih 3 kali sejak PP itu
terbit, sedangkan Permendagri masih belum menyesuaikan dengan kebutuhan.
Selain itu, oleh karena Permendagri tidak cukup mengatur beberapa hal penting
menjadi pedoman daerah, akhirnya banyak Peraturan Daerah/Kepala Daera
yang mengacu langsung pada Permenkeu, padahal sesuai PP 27/2014,
Permenkeu diperuntukan mengatur BMN yang rezimnya berbeda tegas dengan
BMD.

Urgensi penataan ulang regulasi sektor BMD di masa mendatang agar
terciptanya regulasi sektor BMD oleh pemerintah pusat yang akomodatif dan
mampu menjadi pedoman daerah dalam melakukan tindakan pemerintahan.
Disisi lain, agar pemerintah daerah mampu meningkatkan performa terhadap
pengelolaan BMD sehingga dapat menyokong pemasukan daerah, agar
terwujudnya pemerintah daerah yang mandiri dan kuat secara finansial. Jika
pemerintah daerah kuat secara finansial, maka hajat hidup kebutuhan
masyarakat daerah dan kesejahteraan semakin cepat diwujudkan oleh
pemerintah daerah.

B. Perumusan Masalah

Merujuk pada jabaran pendahuluan diatas, maka dalam penelitian ini
merumuskan masalah sebagai berikut: (1) Problem regulasi sektor BMD dalam
regulasi tingkat pusat dan daerah. (2) Format Penataan Ulang Regulasi Sektor
Barang Milik Daerah.

C. Metode Penelitian

Fokus utama dalam penelitian ini adalah peraturan perundang-undangan
sektor BMD, baik yang ada dalam tingkat pusat atau tingkat daerah. Posisi
peneliti dalam melakukan penelitian ini melihat hukum/peraturan perundang-
undangan sebagai serangkaian sistem yang teratur, saling berhubung
(berangkai), dan tersusun secara sistematis dan harmonis. Atas hal demikian,
maka penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum (normatif). Merujuk
pendapat Peter Mahmud Marzuki,? ia menjelaskan bahwa penelitian hukum
(normatif) ialah suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode,
sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu
atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisanya, dan suatu
proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun
doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi, hal ini sesuai
dengan karakter ilmu hukum menemukan kebenaran koherensi, yaitu adakah
aturan hukum sesuai dengan norma hukum dan adakah norma yang berupa
perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum, serta apakah tindakan
(act) seseorang sesuai dengan norma hukum atau prinsip hukum.”? Metode
pendekatan yang digunakan adalah, metode peraturan perundang-undangan,
konseptual dan dan kasus. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan
hukum primer (peraturan perundang-undnagan) dan bahan hukum sekunder
(literatur kepustakaan).

*! peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta : Kencana: 2006), h. 35.
* peter Mahmud Marzuki, 2005. Penelitian Hukum: Edisi Revisi, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group),
h. 47.
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II. PEMBAHASAN
A. Problem Regulasi Sektor BMD dalam Regulasi Tingkat Pusat dan Daerah

Salah satu masalah pokok dalam regulasi sektor BMD adalah lemahnya
koordinasi antara kementerian dalam negeri dan menteri keuangan
menciptakan problem peraturan daerah yang tidak memiliki landasan yuridis
yang kuat. PP 27/2014 memisahkan dengan tegas antara rezim pengelola BMN
dengan BMD, meskipun keduanya diatur dalam satu regulasi. Walaupun
dipisahkan, terdapat politik hukum yang menghendaki agar terciptanya
kesamaan pengaturan antar BMN dan BMD.

Hal ini terlihat dalam Pasal 90: (1) Menteri Keuangan melakukan pembinaan
pengelolaan Barang Milik Negara dan menetapkan kebijakan pengelolaan Barang
Milik Negara/Daerah. (2) Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri
atas kebijakan umum Barang Milik Negara/Daerah dan/atau kebijakan teknis
Barang Milik Negara. (3) Menteri Dalam Negeri melakukan pembinaan
pengelolaan Barang Milik Daerah dan menetapkan kebijakan sesuai dengan
kebijakan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2). Makna dari Pasal tersebut
Menteri keuangan diberikan kewenangan melakukan pembinaan pengelolaan
BMN/BMD, akan tetapi kewenangan menteri keuangan untuk melakukan
pembinaan /kebijakan teknis hanya untuk BMN (vide: ayat 2). Selebihnya, urusan
kebijakan umum dan/atau kebijakan teknis untuk BMD diserahkan kepada
Menteri Dalam Negeri. Berdasarkan pemaknaan terhadap Pasal tersebut, maka
secara spesifik pemerintah daerah dalam menyusun Peraturan Daerah
mengenai Pengelolaan BMD harus merujuk pada produk regulasi yang
dikeluarkan oleh Menteri Dalam Negeri, dan produk Menteri Dalam Negeri
tersebut merujuk kepada Kebijakan umum yang dari Menteri Keuangan.

Sejak kehadiran PP 27/2014, Peraturan Menteri Keuangan sudah mengalami
perubahan sebanyak 3 (tiga) kali yakni Peraturan Menteri Keuangan Nomor
78 /PMK.06 /2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik
Negara, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK.06/2014 tentang Tata
Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Negara dalam rangka Penyediaan
Infrastruktur, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 65/PMK.06 /2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 164 /PMK.06 /2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang
Milik Negara dalam rangka Penyediaan Infrastruktur dan Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 57/PMK.06 /2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa Barang
Milik Negara. Akan tetapi di sisi lain, sampai hari ini Peraturan Menteri Dalam
Negeri yang mengatur tentang pengelolaan BMD masih berhenti di 1 (satu)
produk saja, yakni Permendagri 19 /2016.

Menjadi permasalahan serius, apakah politik hukum dalam PP 27/2014 yang
menghendaki adanya kesatuan model pengelolaan antara BMN dan BMD sudah
benar-benar terealisasi dalam regulasi tingkat pusat. Jika dilihat dari sisi politik
kelembagaan, kehendak menciptakan keserasian model pengaturan terhambat
juga oleh kedudukan Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan lintas
koordinasi. Mendagri ada dibawah koordinasi Menko Polhukam, sedangkan
Menkeu ada di bawah koordinasi Menko Perekonomian.
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Dari lemahnya koordinasi antar kementerian tersebut menimbulkan
problem praktis. Dalam bahasa sederhana “Permenkeu-nya sudah melaju cepat
merespon perubahan, tetapi Permendagri-nya masih jalan di tempat”. Hal ini
terlihat dalam beberapa contoh, pertama, mengenai ketentuan sewa BMD,?
dimana tidak terakomodasinya secara lengkap ketentuan ‘faktor tarif sewa dan
penyesuai sewa’ BMD dalam Permendagri,®* sedangkan dalam Permenkeu
pengaturan tentang faktor penentu sewa itu sudah tersaji dengan lengkap
dalam Permenkeu 115 /PMK.06 /2020.

Secara normatif, memang terdapat ketentuan dalam Pasal 126 ayat (3)
Permendagri 19/2016: Faktor penyesuai sewa sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) ditetapkan oleh Gubernur/Bupati/Walikota, artinya faktor penyesuai sewa itu
diserahkan kewenangannya pada Kepala Daerah. Dari sini-lah menimbulkan
persoalan, aturan mana yang menjadi dasar Kepala Daerah memutuskan faktor
penyesuai sewa, sedangkan Permendagri 19/2016 tidak cukup memberikan
jawaban atas kebutuhan tersebut. Oleh karena demikian, dalam praktik terjadi
kasus dimana pihak ketiga menilai kepala daerah sudah memberikan tarif sewa
begitu tinggi dan tidak berdasar pada penghitungan yang jelas sesuai peraturan
perundang-undangan. Hal itu seperti yang terjadi antara PT. Telkom Vs
Pemerintah Kota Surabaya.”

Selama ini, banyak daerah dalam menentukan faktor penyesuai sewa
merujuk pada Permenkeu, padahal secara tegas bahwa Permenkeu hanya
berwenang mengatur /menetapkan NSPK hanya untuk BMN,* tidak untuk BMD.
Peraturan Walikota Surabaya Nomor 80 tahun 2016 Tentang Formula Tarif Sewa
Barang Milik Daerah Berupa Tanah dan/Atau Bangunan, merujuk formula tarif
sewa yang ada dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 57/PMK.06/2016

# Sewa merupakan salah satu bentuk dari pemanfaatan BMD. Pasal 27 PP 27/2014 menjelaskan: Bentuk
Pemanfaatan Barang Milik Negara/Daerah berupa: 1. Sewa; 2. Pinjam Pakai; 3. Kerja Sama
Pemanfaatan; 4. Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna; atau Kerja Sama Penyediaan
Infrastruktur.

*4 Pasal 117: Formula tarif sewa barang milik daerah merupakan hasil perkalian dari: tarif pokok sewa; dan
faktor penyesuai sewa. Pasal 118 1.Tarif pokok sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 huruf a
adalah hasil perkalian antara nilai indeks barang milik daerah dengan luas tanah dan/atau bangunan
dan nilai wajar tanah dan/atau bangunan. 2.Tarif pokok sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dibedakan untuk: a. barang milik daerah berupa tanah; b. barang milik daerah berupa bangunan; c.
barang milik daerah berupa sebagian tanah dan bangunan; dan d. barang milik daerah selain tanah
dan/atau bangunan. 3.Tarif pokok sewa barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf ¢ dapat termasuk formula sewa
barang milik daerah berupa prasarana bangunan. Pasal 126: 1. Faktor penyesuai sewa sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 117 huruf b meliputi: a. jenis kegiatan usaha penyewa; b. bentuk kelembagaan
penyewa; dan c. periodesitas sewa. 2.Faktor penyesuai sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dihitung dalam persentase. 3.Faktor penyesuai sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
oleh Gubernur/Bupati/Walikota.

%5 Dalam kasus tersebut, Pemerintah Kota Surabaya melakukan penertiban terhadap jaringan utilitas milik
PT. Telkom lantaran Telkom tidak membayar sewa. Sisi lain, Telkom berdalih bahwa seharusnya PT.
Telkom sebagai perusahaan negara (BUMN) yang menggunakan tanah dengan tidak mengubah
fungsi, bebas dan sewa dan retribusi sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 127 UU 28 /2009. Lihat
dalam beberapa pemberitaan media: Pemkot Surabaya memungut sewa jaringan telekomunikasi, ini
kata Ombudsman. Dalam https://industri.kontan.co.id /news/pemkot-surabaya-memungut-sewa-
jaringan-telekomunikasi-ini-kata-ombudsman.

%% Lihat dalam Pasal 90 PP 27,/2014: (1) Menteri Keuangan melakukan pembinaan pengelolaan Barang Milik
Negara dan menetapkan kebijakan pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. (2) Kebijakan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas kebijakan umum Barang Milik Negara/Daerah
dan/atau kebijakan teknis Barang Milik Negara.
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tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa Barang Milik Negara.”” Berikutnya,
Peraturan Bupati Karawang Nomor 90 tahun 2018 tentang Tata Cara
Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Daerah. Perbup itu mengadopsi formula
tarif sewa dan Faktor Penyesuai Sewa yang ada di Peraturan Menteri Keuangan
Nomor: 57/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa Barang Milik
Negara.”®

Contoh lemahnya koordinasi antar Mendagri dan Menkeu yakni dalam
pengaturan lebih lanjut Pasal 128 UU Pajak dan Retribusi Daerah, yang tidak
memiliki format/aturan lebih lanjut dalam level peraturan pelaksana, mulai dari
PP, Permen hingga Peraturan Daerah. Pasal 128 UU Pajak dan Retribusi Daerah:
(1) Objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 127 huruf a adalah pemakaian kekayaan Daerah. (2) Dikecualikan dart
pengertian pemakaian kRekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
adalah penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut.”’
Dalam Pasal 127 dijelaskan, bahwa retribusi pemakaian kekayaan daerah adalah
bagian dari retribusi jenis usaha. Dalam bagian penjelasan UU PDRD, dijelaskan
beberapa hal yakni: pertama, mengenai penjelasan pemakaian kekayaan daerah.
Dijelaskan, bahwa Pemakaian kekayaan Daerah, antara lain, penyewaan tanah
dan bangunan, laboratorium, ruangan, dan kendaraan bermotor. Dalam salah
satu pengertian/penjelasan tentang pemakaian kekayaaan daerah, terdapat
penjelasan yakni penyewaan tenah. Penyewaan tanah, hemat penulis adalah
definisi/konsep yang sama dengan pemanfaatan BMD yakni sewa, yang dimana
salah satu bentuk pemanfaatan BMD adalah sewa BMD yang dimana BMD terdiri
dari tanah /bangunan. (vide: Permendagri 19 /2016).

Ketentuan Pasal 128 UU PDRD secara jelas, menyinggung tentang aspek
retribusi daerah dan yang berkaitan dengan pemakaian kekayaan daerah. Tentu
jikka bersinggungan dengan retribusi daerah maka merujuk pada Menteri
Keuangan c.q Ditjen Perimbangan Keuangan. Kemudian yang bersinggungan
dengan kekayaan daerah (BMD) maka merujuk pada Mendagri c.q Direktorat
Jenderal Bina Keuangan Daerah.

Permendagri 19 /2016 perlu diubah untuk memasukan point tentang metode
penghitungan dari formula penyesuai sewa. Tujuannya agar menciptakan
kepastian hukum bagi rezim pengelolaan BMD oleh pemerintah daerah agar
memiliki pijakan dan dasar yang jelas. Hal ini akan menjadi rujukan utama bagi
pemerintah daerah dalam melakukan pengelolaan, khususnya sewa, alhasil jika
ini diwujudkan akan menciptakan keserasian dan persamaan persepsi antara
satu pemerintah daerah dengan pemerintah daerah lainnya. Keserasian perlu,
karena dalam praktiknya terdapat pihak ketiga yang berinvestasi dan melakukan
pembangunan yang dilakukan oleh 1 badan hukum /usaha di beberapa daerah.
Hal ini juga menunjang kepastian bisnis, berusaha dan investasi. Terlebih, saat

?’ Ketentuan ini baru saja diperbaharui oleh Peraturan Walikota Surabaya Nomor 1 tahun 2022 Tentang
Formula Tarif Sewa Barang Milik Daerah Berupa Tanah dan/Atau Bangunan. Dalam salah satu
landasan mengingatnya, sudah menghapus segala ketentuan berkaitan dengan regulasi pusat
mengenai BMN.

?® Lihat dalam Landasan Mengingat Nomor 7 Peraturan Bupati Karawang Nomor 90 tahun 2018 tentang
Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Daerah.

%% Ketentuan ini juga sudah dicabut, oleh Undang-Undang 1,/2022. Hal ini lebih lanjut dijelaskan dalam
bagian berikutnya.
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ini muncul Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan
Pemerintah Pusat dan Daerah (UU 1/2022) yang secara substansi banyak
mengatur tentang BMD.

B. Format Penataan Ulang Regulasi Sektor Barang Milik Daerah
Untuk melakukan penataan ulang regulasi sektor BMD, penulis

menggunakan kerangka tentang fungsi hukum yang disampaikan oleh Bagir

Manan. Bagir Manan mengemukakan, fungsi peraturan perundang-Undangan

yang dapat dibagi menjadi dua kelompok utama, yaitu:®

1. Fungsi Internal, adalah fungsi pengaturan perundang-undangan sebagai
sub-sistem hukum (hukum perUndang-Undangan) terhadap sistem kaidah
hukum pada umumnya secara internal, peraturan perundang-undangan
menjalankan fungsi penciptaan hukum, fungsi pembaharuan hukum, fungsi
integrasi pluralisme hukum, fungsi kepastian hukum”. Secara internal,
peraturan perundang-undangan menjalankan beberapa fungsi:*'

2. Fungsi penciptaan hukum. Penciptaan hukum (rechtsschepping) yang
melahirkan sistem kaidah hukum yang berlaku umum dilakukan atau terjadi
melalui beberapa cara yaitu melalui putusan hakim (yurisprudensi).
Kebiasaan yang tumbuh sebagai praktek dalam kehidupan masyarakat atau
negara, dan peraturan perundang-undangan sebagai keputusan tertulis
pejabat atau lingkungan jabatan yang berwenang yang berlaku secara
umum. Politik pembangunan hukum nasional mengutamakan penggunaan
peraturan perundang-undangan sebagai Instrumen utama. Bandingkan
dengan hukum yurisprudensi dan hukum kebiasaan. Hal ini antara lain
karena pembangunan hukum nasional yang menggunakan peraturan
perundang-undangan sebagai instrumen dapat disusun secara berencana
(dapat direncanakan).

3. Fungsi pembaharuan hukum. Peraturan perundang-undangan merupakan
instrumen yang efektif dalam pembaharuan hukum (law reform)
dibandingkan dengan penggunaan hukum kebiasaan atau hukum
yurisprudensi. Telah dikemukakan, pembentukan peraturan perundang-
undangan dapat direncanakan, sehingga pembaharuan hukum dapat pula
direncakan. Peraturan perundang-undangan tidak hanya melakukan fungsi
pembaharuan terhadap peraturan perundang-undangan (yang telah ada).
Tidak pula kalah pentingnya memperbaharui peraturan perundang-
undangan nasional (dibuat setelah kemerdekaan) yang tidak sesuai lagi
dengan kebutuhan dan perkembangan baru.*

4. Fungsi kepastian hukum. Kepastian hukum Fungsi integrasi pluralisme
sistem hukum.®® Pada saat ini, di Indonesia masih berlaku berbagai sistem

%0 Bagir Manan, 1994. Fungsi dan Materi Peraturan PerUndang-Undangan, Makalah disampaikan di Jakarta
Pada Tahun, h. 47.

*'Ibid, h. 17-20

* Ibid., h. 6.

% Pluralisme hukum harus dibedakan antara pluralisme sistem hukum dan pluralisme kaidah hukum. Di
Indonesia terdapat pluralisme baik pada sistem hukum maupun kaidah hukum. Pluralisme sistem
hukum karena berlaku sistem hukum Barat, sistem hukum adat dan lain sebagainya. Pluralisme
kaidah hukum misalnya ada perbedaan hukum yang berlaku untuk Jawa dan Madura dan Luar Jawa-
Madura. Pluralisme kaidah hukum dapat terjadi dalam satu sistem hukum, karena kebutuhan
tertentu.
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hukum (empat macam sistem hukum), yaitu: “sistem hukum kontinental

(Barat), sistem hukum adat, sistem hukum agama (khususnya Islam) dan

sistem hukum nasional”.** berbagai sistem hukum tersebut tidaklah

dimaksudkan Pluralisme sistem hukum yang berlaku hingga saat ini
merupakan salah satu warisan kolonial yang harus ditata kembali. Penataan
kembali meniadakan berbagai sistem hukum terutama sistem hukum yang
hidup sebagai satu kenyataan yang dianut dan dipertahankan dalam
pergaulan masyarakat. (rechtszekerheid, legal certainty) merupaken asas
penting dalam tindakan hukum (rechtshandeling) dan penegakan hukum

(hendhaving, uitvoering).

Telah menjadi pengetahuan umum, bahwa peraturan perUndang-Undangan
depat memberikan kepastian hukum yang lebih tinggi dan pada hukum
kebiasan, hukum adat, atau hukum yurisprudensi. Namun, perlu diketahui,
kepastian hukum peraturan perUndang-Undangan tidak semata-mata
diletakkan pada bentuknya yang tertulis (geschreven, written). Untuk benar-
benar menjamin kepastian hukum, peraturan perundang-undangan selain harus
memenuhi syarat-syarat formal, harus memenuhi syarat-syarat lain, yaitu: (1)
Jelas dalam perumusannya (unambiguous). (2) Konsisten dalam perumusannya
baik secara intern maupun ekstern. Konsisten secara intern mengandung makna
bahwa dalam peraturan perUndang-Undangan yang sama harus terpelihara
hubungan sistematik antara kaidah-kaidahnya, kebakuan susunan dan bahasa.
Konsisten secara ekstern, adalah adanya hubungan “harmonisasi” antara
berbagai peraturan perundang-undangan. (3) Penggunaan bahasa yang tepat
dan mudah dimengerti. Bahasa peraturan perundang-undangan haruslah bahasa
yang umum dipergunakan masyarakat. Tetapi ini tidak berarti bahasa hukum
tidak penting. Bahasa hukum baik dalam arti struktur, peristilahan, atau cara
penulisan tertentu harus dipergunakan secara ajeg karena merupakan bagian
dan upaya menjamin kepastian hukum. Melupakan syarat-syarat di atas,
peraturan perundang-undangan mungkin menjadi lebih tidak pasti
dibandingkan dengan hukum kebiasaan, hukum adat, atau hukum yurisprudensi.

Fungsi Eksternal, adalah keterkaitan peraturan perundang-undangan
dengan tempat berlakunya. Fungsi eksternal ini dapat disebut sebagai fungsi
sosial hukum, yang meliputi fungsi perubahan, fungsi stabilisasi, fungsi
kemudahan. Dengan demikian, fungsi ini dapat juga berlaku pada hukum-hukum
kebiasaan, hukum adat, atau hukum yurisprudensi. Bagi Indonesia, fungsi sosial
ini akan lebih diperankan oleh peraturan perundang-undangan, karena berbagai
pertimban%an yang sudah disebutkan di muka. Fungsi sosial ini dapat
dibedakan:®

a. Fungsi perubahan. Telah lama di kalangan pendidikan hukum

diperkenalkan fungsi perubahan ini yaitu hukum sebagai sarana
pembaharuan (law as social engineering)’.*® Peraturan perundang-
undangan diciptakan atau dibentuk untuk mendorong perubahan
masyarakat di bidang ekonomi, sosial, maupun budaya. Masyarakat

** Bagir Manan, 1994. Pemahaman Mengenai Sistem Hukum Nasional, Makalah disampaikan di Jakarta, h. 6.
% Bagir Manan, Fungsi dan Materi Peraturan PerUndang-Undangan, op.cit, h. 21-22.
% Ajaran ini berasal dari Roscoe Pound. Di Indonesia dipopulerkan oleh Prof. Mochtar Kusuaatmadija.
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“patrilineal” atau “matrilineal” dapat didorong menuju masyarakat
“parental” melalui peraturan perundang-undangan perkawinan.

b. Fungsi stabilisasi. Peraturan perundang-undangan dapat pula berfungsi
sebagai stabilisasi. Peraturan perundang-undangan di bidang pidana, di
bidang ketertiban dan keamanan adalah kaidah-kaidah yang terutama
bertujuan menjamin stabilitas masyarakat. Kaidah stabilitas dapat pula
mencakup kegiatan ekonomi, seperti pengaturan kerja, pengaturan tata
cara perniagaan dan lain-lain. Demikian pula di lapangan pengawasan
terhadap budaya luar, dapat pula berfungsi menstabilkan sistem soeial
budaya yang telah ada.

c. Fungsi kemudahan. Peraturan perundang-undangan dapat pula
dipergunakan sebagai sarana mengatur berbagai kemudahan (fasilitas).
Peraturan perundang-undangan yang berisi ketentuan insentif seperti
keringanan pajak, penundaan pengenaan pajak, penyederhanaan tata
cara perizinan, struktur permodalan dalam penanaman modal
merupakan kaidah-kaidah kemudahan. Namun perlu diperhatikan, tidak
selamanya, peraturan kemudahan akan serta merta membuahkan
tujuan pemberian kemudahan. Dalam penanaman modal misalnya, selain
kemudahan-kemudahan seperti disebutkan di atas diperlukan juga
persyaratan lain seperti stabilitas politik, sarana dan prasarana ekonomi,
ketenagakerjaan, dan lain sebagainya.

Pendapat Bagir Manan, menjelaskan tentang fungsi-fungsi dari peraturan
perundang-undangan yang di dalamnya juga memberi penjelasan tentang fungsi
pembaharuan /bersifat visioner ke depan. Artinya perubahan regulasi dalam
suatu negara adalah keniscayaan untuk menjawab setiap tantangan dan evaluasi
dari sistem terdahulu. Dalam kerangka politik hukum, setidaknya menjelaskan
tentang alasan dari penataan ulang/pembaharuan peraturan perundang-
undangan beserta tujuan yang hendak dicapai, dan juga mengenai
format/bentuk pembaharuan tersebut.

Alasan penataan ulang dalam regulasi sektor BMD adalah untuk
menyesuaikan kembali antara peraturan pelaksana yang merupakan secondary
legislation®” dengan undang-undang yang merupakan primary legislation yang
sudah banyak mengalami dinamika perubahan. Hal penting yang perlu
diperhatikan adalah, BMD tidak diatur khusus dalam undang-undang yang
bersifat mandiri, melainkan tersebar di bebearapa peraturan perundang-
undangan, mulai dari UU 17/2003, UU 1/2003, UU 33 /2014, UU 28 /2009, UU
23/2014, dan UU 1/2022. Oleh karena tersebar dalam begitu banyak undang-
undang, maka dalam penyusunan peraturan pelaksana harus benar-benar
dilakukan dengan ekstra hati-hati.

Penataan ulang regulasi sektor BMD diperlukan, karena Indonesia hari ini
hendak mencapai visi ‘pencatatan dan pendayagunaan’ aset secara efektif untuk
menunjang keuangan daerah dan nasional, sehingga sangat dibutuhkan regulasi

%7 Lord Beith, Barones Corston, 2017 dalam tulisannya The Legislative Process: The Delegation of Powers
menjelaskan bahwa eksekutif memiliki pengalaman empirik untuk menyesuaikan suatu aturan
kebijakan umum (undang-undang) dengan tantangan di lapangan, sehingga memungkinkan aturan
hukum delegasi mengatur hal yang lebih detail. Ia mengatakan: Delegated legislation allows the
executive to “work out the application of the law in greater detail” within the principles laid down by
primary legislation. Sixteenth Report, The Legislative Process: The Delegation of Powers, h 225.
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hukum yang berkepastian sehingga pelaksanaannya di tingkat daerah tidak
dihadapkan dengan masalah-masalah praktis di lapangan. Sehingga penerimaan
manfaat dari BMD benar-benar dapat menciptakan pemasukan daerah yang
langsung tanpa hambatan. Kepastian hukum regulasi sangat berpengaruh
terhadap pengembangan dan pemajuan ekonomi di tingkat daerah. Regulasi
pemerintah mendapat tantangan serius dalam hal ini, jika regulasi sektor BMD
menghadirkan kepastian maka tentunya para pihak ketiga tentu akan berpikir
berkali-kali menjalin kerjasama melalui skema “pemanfaatan BMD”. Padahal
pemanfaatan BMD adalah salah satu inovasi untuk menghadirkan keuntungan
ekonomi bagi pemerintah daerah. Oleh karena demikian, penataan ulang mau
tidak mau harus dilakukan agar inovasi pemerintah dan pihak ketiga dalam
pemanfaatan BMD benar-benar terlaksana dengan baik, sehingga keuntungan
ekonomi untuk pemerintah daerah tercapai dan muara kesejahteraan rakyat
benar-benar terpenuhi. Claudio R. Frischtak, pernah memberikan pendapat
tentang ini yakni bagaimana peran reformasi regulasi, inovasi ekonomi dan
proses penyesuaian antara dinamika yang terjadi. la mengatakan:*®

Regulatory reform is directed to making sure that these requlations are fully
responsive to changes in the economic, social and technical conditions
surrounding them. Many reforms are stimulated by technology developments
which have changed the underlying cost and competitive structure in industries
ranging from telecommunications to banking to biotechnology. At the same time,
regulatory reform is a powerful stimulus to further innovation. Competition-
enhancing reforms in both the manufacturing and service sectors have been
essential to the development and diffusion of new technologies, such as the
Internet, automatic teller machines and optical scanners in supermarkets. The
redesign of approaches to environmental, safety and health regulation has
increased the flexibility of firms in developing innovative solutions to social
problems with an emphasis on prevention rather than mere control. The
streamlining of administrative regulations has reduced the cumulative burden on
business, freeing up resources for research and technology development. But as
these reforms have unleashed a new round of technical change, unforeseen side-
effects and different technology impacts have emerged to again underline the need
for regulatory revisions.

Berdasarkan jabaran diatas, maka Penataan Ulang adalah keniscayaan.
Format penataan ulang di masa mendatang yakni peraturan pelaksana tentang
BMD lebih tepat jika dilaksanakan secara tunggal oleh satu kementrian tanpa
harus mengacu/berkoordinasi dengan Menkeu “dalam” penyusunan Peraturan
Menteri Dalam Negeri.

Untuk menjaga harmonisasi bentuk regulasi antara BMD dan BMD di masa
mendatang, maka koordinasi dilakukan dalam level pembentukan Peraturan
Pemerintah, bukan dalam level pembentukan Peraturan Menteri sehingga tidak
perlu lagi ada ketentuan yang mengharuskan Mendagri untuk mengacu kepada
Menkeu. Berikutnya, dengan memisahkan Peraturan Pemerintah antara rezim

%% Claudio R. Frischtak, 1995. Regulatory Policies and Reform: A Comparative Perspective, (New York: Private
Sector Development Department The World Bank) h.16.
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BMD dan BMN. Menurut Bayu Dwi Anggono,* Peraturan Pemerintah merupakan
kategori verordnung (peraturan delegasi/pelaksana). Tidak mungkin ada
peraturan pemerintah, tanpa ada undang-undang yang mendelegasikan.
Pemisahan Peraturan Pemerintah BMD dan BMD agar Peraturan Pemerintah
dari tiap-tiap BMD dan BMN dapat menyesuaikan dengan undang-undang
dimana dinamika BMD dan BMD begitu tersebar dalam peraturan perundang-
undangan serta memiliki perbedaan yang signifikan. Saat ini koordinasi antar
kementerian masih bersifat sektoral, yakni dilakukan dalam tahapan perumusan
Permendagri sebagai pedoman pembentukan peraturan daerah. Hal ini cukup
menyulitkan koordinasi lantaran Menkeu dan Mendagri memiliki garis
koordinasi yang berbeda dimana Mendagri ada di bawah Menkopolhukam dan
Menkeu dibawah Menko Perekonomian.

Tabel 1. Beberapa Ketentuan Baru dalam Sektor BMD
dalam Undang-Undang

Uu 11 /2020 UU 1/2022
Pasal 19 (1) Pasal 38 Ayat (3)

Konsultasi Publik Yang dikecualikan dari
rencana pembangunan objek PBB-P2 sebagaimana
sebagaimana dimaksud dimaksud pada ayat (1)
dalam Pasal 18 ayat (3) adalah kepemilikan,
dilaksanakan untuk penguasaan, dan/ atau
mendapatkan kesepakatan pemanfaatan atas: a. Bumi
lokasi rencana dan/atau Bangunan kantor

pembangunan dari: a. Pihak
yang Berhak; b. Pengelola
Barang Milik
Negara/Barang Milik
Daerah; dan c. Pengguna

Barang Milik
Negara/Barang Milik
Daerah.

Pemerintah, kantor
Pemerintahan Daerah, dan
kantor penyelenggara
negara lainnya yang dicatat
sebagai barang milik negara
atau barang milik Daerah;

Pasal 158 (1)

Barang milik Daerah
dan/alau objek Pembiayaan
yang dibiayai dari Sukuk

Daerah dapat digunakan
sebagai dasar penerbitan
Sukuk Daerah.

% Bayu Dwi Anggono, 2017. “Perkembangan Jenis, Hierarki Dan Materi Muatan Peraturan Perundang-
Undangan: Permasalahan Dan Solusi.” PROSIDING KONFERENSI NASIONAL HUKUM TATA NEGARA
(KNHTN) KE - 4 “PENATAAN REGULASI DI INDONESIA”. h, 908.

Dinamika Negara Hukum Demokratis

28 | Pasca Perubahan UUD 1945



Dengan penataan ulang demikian, maka di masa mendatang pembinaan dan
pengawasan pemerintah pusat yang diwakili oleh Mendagri dapat dilaksanakan
dengan efektif dengan mengacu pada produk hukum yang dikeluarkannya.

Melalui penataan ulang ini, maka sejatinya hukum berfungsi sebagai
Peraturan yang efektif dalam pembaharuan hukum (law reform). Dengan
pembaharuan hukum, diharapkan regulasi sektor BMD di masa mendatang
memberikan kepastian hukum (rechtszekerheid, legal certainty), karena hal itu
merupakan asas penting dalam tindakan hukum (rechtshandeling) dan
penegakan hukum (hendhaving, uitvoering). Jika regulasi sektor BMD di tingakt
pusat memiliki kepastian hukum, maka akan tercipta konsistensi regulasi secara
ekstern, dimana adanya hubungan “harmonisasi” antara herbagrii peraturan
perundang-undangan. Menurut Bayu Dwi Anggono, Indonesia menganut
pemikiran atau pandangan yang menyatakan bahwa peraturan perundang-
undangan itu harus disusun dalam suatu tata urutan yang hierarkis.*’

Dengan memperbaharui PP 27/2014 dan juga Permendagri 19,/2016 maka
hasil pembaharuan di masa mendatang akan menciptakan harmonisasi regulasi,
dimana peraturan daerah dan peraturan kepala daerah dalam menyusun regulasi
sewa BMD tidak lagi merujuk kepada Permenkeu yang dimana Permenkeu
tersebut sejatinya adalah untuk rezim BMN, bukan diperuntukan untuk BMD.

IT11. KESIMPULAN

Regulasi sektor BMD di tingkat Pemerintah Pusat masih dihadapkan dengan
beberapa masalah. Satu diantaranya adalah mengenai koordinasi antara
Mendagri dan Menkeu dalam menyusun kebijakan umum dan teknis yang
nantinya akan diacu oleh pemerintah daerah. Pada masa lalu, terdapat beberapa
regulasi yang beririsan dengan pengecualian retribusi dalam Pasal 127 UU
28/2009 yang dibina oleh Menkeu, tidak terakomodasi dalam Permendagri
19/2016. Selain itu, ketentuan mengenai faktor penyesuai sewa BMD, juga tidak
diatur secara lengkap dan detail oleh Permendagri 19/2016, sehingga banyak
daerah-daerah yang mengacu kepada Permenkeu dalam menentukan faktor
penyesuai sewa BMD. Padahala Permenkeu adalah untuk rezim BMN, bukan
untuk BMD. Sumber permasalahan itu, disinyalir oleh pola koordinasi antar
Kementerian yang tidak dalam satu garis. Mendagri berada dibawah Menko
Polhukam, dan Menkeu berada dibawah koordinasi Menko Perekonomian.
Penataan ulang regulasi sektor BMD adalah keniscayaan, guna menciptakan
regulasi berkepastian bagi pemerintah daerah, sehigga pemanfaatan BMD
benar-benar tercipta dengan baik dan menjadi pemasukan ekonomi daerah
yang produktif. Bentuk penataan ulang diantarnya: dengan memisahkan
Peraturan Pemerintah untuk BMN dan BMD, dalam penyusunan PP tersebut
dapat dilaksanakan dengan harmonisasi lintas sektor. Hal ini perlu dilakukan
karena BMD diatur dalam ‘beberapa’ undang-undang, sehingga perlu adanya
harmonisasi dalam penyusunan regulasi teknis di tingkat PP, dan perlu adanya
ekstra kehati-hatian. Dengan pemisahan itu, juga dalam rangka memperbaharui
ketentuan pelaksana dari aturan BMD terbaru dalam UU 11 /2020 dan 1/2022,
yakni berkaitan dengan pengelola BMD dan sukuk daerah yang tidak ada

0 Ibid, h. 907
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aturannya dalam PP 27/2014 dan Permendagri 19/2016. Tujuan akhir dari
penaataan ulang ini, agar terciptanya pengelolaan BMD yang produktif, sehingga
menciptakan keuntungan ekonomi bagi daerah, dan muaranya adalah
terciptanya kesejateraan rakyat di daerah.
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ABSTRAK

Peraturan kebijakan merupakan salah satu jenis peraturan yang berlaku dalam
penyelenggaraan pemerintahan negara, yang dapat diterbitkan pemerintah
dengan dasar diskresi dalam bentuk Keputusan dan/atau Tindakan yang
ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan untuk mengatasi
persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam
hal peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur,
tidak lengkap atau tidak jelas, dan/atau adanya stagnasi pemerintahan. Masalah
difokuskan pada kedudukan peraturan kebijakan dalam tatanan hukum di
Indonesia serta bagaimana ketentuan/ tata aturan penyusunan peraturan
kebijakan tersebut. Guna menjawab masalah ini data-data dikumpulkan melalui
studi dokumen yang diperoleh dari perundangan-undangan, buku, pandangan
ahli, artikel/tulisan dan sumber bahan lainnya kemudian disusun secara
sistematis selanjutnya dianalisis secara kualitatif sehingga mencapai kejelasan
terhadap masalah yang akan dibahas. Kajian ini menyimpulkan Undang-Undang
administrasi pemerintah tidak mengatur secara konkrit mengenai peraturan
kebijakan, sehingga masih ada kekosongan pengaturan mengenai peraturan
kebijakan secara umum dan belum ada ketentuan/ tata aturan mengenai
penyusunan peraturan kebijakan tersebut.

Kata Kunci : Ketentuan Peraturan Kebijakan, Administrasi Pemerintah,
Hukum

I. PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar tahun 1945 (UUD 1945) menyatakan
bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum, yang mengandung arti luas
tentang keberlakuan prinsip negara berdasarkan hukum (rechtsstaat).
Selanjutnya berdasarkan alinea keempat pembukaan UUD 1945 negara wajib
mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dimensi ini secara
spesifik melahirkan paham negara kesejahteraan (welfare state). Salah satu
karakteristik konsep negara kesejahteraan adalah kewajiban pemerintah untuk
terlibat aktif dalam kehidupan warga negara (staatsbemoeienis) guna
mengupayakan terciptanya kesejahteraan umum (bestuurszorg)." Dalam negara
hukum kesejahteraan (welfare state) dimana tugas pemerintah yang paling

' Sadhu Bagas Suratno, 2017. Pembentukan Peraturan Kebijakan Berdasarkan Asas-Asas Umum

Pemerintahan yang Baik, Lentera Hukum, Volume 4, Issue 3, h. 172.

Dinamika Negara Hukum Demokratis 31
Pasca Perubahan UUD 1945



utama adalah memberikan pelayanan umum atau mengusahakan kesejahteraan
bagi setiap warga negara, dan memberikan perlindungan bagi warga negara
dalam pelaksanaan pemerintahan. Yang artinya harus mengedepankan asas-
asas umum pemerintahan yang baik (selanjutnya disebut AAUPB).?

Tentu sebagai negara hukum tidak dapat lepas dari peraturan perundang-
undangan, suatu hal yang wajar karena negara hukum menempatkan peraturan
perundang-undangan sebagai panduan dalam menyusun struktur kenegaraan
dan menjalankannya dalam pemerintahan sehari-hari. Karena pemerintahan
harus dijalankan dengan hukum, maka secara logis pemerintah tidak dapat
melakukan tindakan yang menyimpang atau bahkan bertentangan dengan
hukum. Implikasi lainnya, pemerintah tidak dapat membuat peraturan
perundang-undangan atau keputusan tata usaha negara yang bertentangan
dengan konstitusi atau undang-undang.

Penyelenggaraan pemerintahan yang berdasarkan landasan ketentuan
peraturan perundang-undangan menjadi dasar legalitas dan legitimasi tindakan
pemerintahan, serta memberikan jaminan terhadap hak-hak dasar dan
kedudukan hukum warga negara terhadap pemerintah (het legaliteitsbeginsel
beoogt de rechtspositie van de burger jegens de overheid te waarborgen). Jimly
berpendapat bahwa dalam paham negara hukum segala tindakan pemerintahan
harus didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang sah dan tertulis.
Peraturan perundang-undangan tertulis tersebut harus ada dan berlaku lebih
dulu atau mendahului tindakan atau perbuatan administrasi yang dilakukan.
Dengan demikian, setiap perbuatan atau tindakan administrasi harus didasarkan
atas aturan atau “rules and procedures " (regels).’

Fungsi asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam penyelenggaraan
pemerintahan adalah sebagai pedoman atau penuntun bagi pemerintah atau
pejabat administrasi negara dalam rangka pemerintahan yang baik. Dalam
hubungan ini, Muin Fahmal mengemukakan bahwa asas umum pemerintahan
yang layak sesungguhnya adalah rambu-rambu bagi para penyelenggara negara
dalam menjalankan tugasnya. Rambu-rambu tersebut diperlukan agar tindakan-
tindakan tetap sesuai dengan tujuan hukum yang sesungguhnya.*

Dalam penyelenggaraan pemerintahan negara terdapat dua jenis peraturan
yang berlaku secara berdampingan yaitu peraturan perundang-undangan dan
peraturan kebijakan. Apabila dalam penyelenggaraan pemerintahan yang
didasarkan pada peraturan perundang-undangan menemui hambatan dalam
tataran implementasi khususnya dalam hal kesenjangan / jurang hukum (legal
gap) antara peraturan perundang-undangan yang ada dengan realitas yang
dihadapi oleh pemerintah,

® Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi

Pemerintahan, Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik yang selanjutnya disingkat AUPB adalah
prinsip yang digunakan sebagai acuan penggunaan Wewenang bagi Pejabat Pemerintahan dalam
mengeluarkan Keputusan dan/atau Tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan, yang meliputi:
kepastian hukum; kemanfaatan; ketidakberpihakan; kecermatan; tidak menyalahgunakan
kewenangan; keterbukaan; kepentingan umum; dan pelayanan yang baik.

3 Sadhu Bagas Suratno, Pembentukan Peraturan, Op.Cit, h. 173.

* Dalam Solechan, 2019. Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam Pelayanan Publik, Administrative
Law & Governance Journal. Volume 2 Issue 3, h. 543-544.
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Secara teoritis pemerintah dapat mengeluarkan suatu peraturan kebijakan
dengan dasar diskresi. Diskresi merupakan salah satu sarana yang memberikan
ruang bergerak bagi pejabat atau badan-badan administrasi negara untuk
melakukan tindakan tanpa harus terikat sepenuhnya pada undang-undang.
Adapun perwujudan dari diskresi yang sering digunakan dalam praktik
penyelenggaraan pemerintahan ialah berupa peraturan kebijakan (beleidsregels).
Sebagaimana Pasal 1 angka 9 UU Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (UU Administrasi Pemerintahan), Diskresi adalah Keputusan
dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Pejabat
Pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam
penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundang-undangan yang
memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan/atau
adanya stagnasi pemerintahan. Berdasarkan hal tersebut maka bentuk diskresi
terbatas hanya pada “keputusan dan/atau tindakan yang ditetapkan dan/atau
dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan”.

Adapun secara keseluruhan Pejabat Administrasi Pemerintahan atau Badan
yang memiliki kewenangan untuk menetapkan keputusan diskresi adalah® :
Presiden;

Para Menteri atau Pejabat setingkat Menteri;

Panglima TNI dan Kepala Staf Angkatan Darat, Laut dan Udara;

Kepala Kepolisian Negara;

Ketua Komisi/Dewan dan Lembaga setara;

Gubernur;

Bupati dan Walikota;

Pejabat Eselon I di Pemerintah Pusat dan Provinsi;

Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota;

Pimpinan Badan. Serta pejabat operasional yang memiliki kewenangan
untuk menetapkan keputusan diskresi karena tugasnya berhubungan
langsung dengan pelayanan masyarakat seperti kepala resort Kepolisian
Negara dan Camat

Selain jabatan-jabatan tersebut diatas, pada prinsipnya setiap pejabat yang
menjalankan urusan pemerintahan yang memiliki kewenangan secara atributif
maupun delegasi memiliki kewenangan diskresi karena kewenangan diskresi
merupakan pelengkap dari asas legalitas. Bagi Negara yang menganut ajaran
welfare state, asas legalitas saja tidak cukup untuk dapat berperan secara
maksimal dalam melayani kepentingan masyarakat yang berkembang pesat
sejalan dengan perkembangan ilmu dan teknologi. Oleh karena itu, diskresi ini
muncul sebagai alternatif untuk mengisi kekurangan dan kelemahan di dalam
penerapan asas legalitas (wetmatigheid van bestuur).’

TR O AL T

5 Lutfil Ansori, 2015. Diskresi Dan Pertanggungjawaban Pemerintah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan,
Jurnal Yuridis, Vol.2 No. 1, h. 143

® Ridwan HR, 2011. Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi, Cetakan ke-6, (Jakarta: PT Raja Grafindo
Persada), h. 171
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B. Perumusan Masalah

Bagaimana kedudukan peraturan kebijakan dalam tatanan hukum di
Indonesia serta bagaimana ketentuan/ tata aturan penyusunan peraturan
kebijakan tersebut?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif serta bersifat deskriptif
analitis. Dilakukan dengan meneliti data sekunder yang bersumber dari bahan
hukum primer, sekunder dan tersier yang diperoleh dari perundangan-
undangan, buku, pandangan ahli, artikel /tulisan dan sumber bahan lainnya yang
berkaitan dengan topik penelitian ini. Selanjutnya teknik pengumpulan data
dalam penelitian ini menggunakan studi dokumen yang kemudian disusun
secara sistematis selanjutnya dianalisis secara kualitatif sehingga mencapai
kejelasan terhadap masalah yang akan dibahas.

II. PEMBAHASAN

Penghargaan yang tinggi terhadap peraturan perundang-undangan menjadi
salah satu ciri yang dianut oleh sistem hukum kontinental. Sistem hukum
kontinental mengutamakan hukum tertulis yang berupa peraturan perundang-
undangan yang merupakan produk legislasi sebagai sendi utama sistem
hukumnya.” Dalam negara hukum (rechtsstaat), fungsi peraturan perundang-
undangan bukan hanya memberikan bentuk kepada nilai-nilai dan norma-
norma yang berlaku dan hidup dalam masyarakat dan undang-undang bukan
hanya sekedar produk dari fungsi negara di bidang pengaturan. Keberadaan
undang-undang dalam suatu negara mempunyai kedudukan yang strategis dan
penting, baik dilihat dari konsepsi negara hukum, hierarki norma hukum,
maupun dilihat dari fungsi undang-undang pada umumnya. Dalam konsepsi
negara hukum, undang-undang merupakan salah satu bentuk formulasi norma
hukum dalam kehidupan bernegara. Menurut pandangan Paul Scholten, bahwa
hukum itu ada di dalam perundang-undangan, sehingga orang harus
memberikan tempat yang tinggi kepadanya.®

Menurut M. Solly Lubis perundang-undangan adalah proses pembuatan
peraturan negara, dengan kata lain tata cara mulai dari perencanaan
(rancangan), pembahasan, pengesahan atau penetapan dan akhirnya
pengundangan peraturan yang bersangkutan. Peraturan perundangan berarti
“peraturan mengenai tata cara pembuatan peraturan negara”, sedangkan dalam
“peraturan yang dilahirkan dari perundang-undangan” cukup dengan menyebut
“peraturan saja”. Adapun yang dimaksud dengan “peraturan negara” adalah
peraturan-peraturan tertulis yang diterbitkan oleh instansi resmi, baik dalam
pengertian lembaga atau pejabat tertentu. Peraturan dimaksud meliputi
Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan
Pemerintah, Peraturan Daerah, Surat Keputusan dan Instruksi. Sedangkan yang

" A. Rosyid Al Atok, 2015. Konsep Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, (Malang: Setara Pers), h. 1.
$ Satjipto Rahardjo, 2006 Ilmu Hukum, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, cetakan keenam), h. 91.
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dimaksud peraturan perundangan adalah peraturan mengenai tata cara
pembuatan peraturan negara’

Pengertian peraturan kebijakan di Indonesia tidak dapat dirujuk pada
peraturan perundang-undangan. Hal ini disebabkan tidak adanya peraturan
perundang-undangan yang mengatur peraturan kebijakan. Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(UU No. 12 Tahun 2011) tidak memberikan pengertian yang komprehensif
tentang peraturan kebijakan. Ketiadaan pengatur tersebut sudah cukup
menunjukkan bahwa peraturan kebijakan bukanlah isu hukum yang menjadi
materi muatan dalam UU No. 12 Tahun 2011. Mengkonstruksikan pengertian
peraturan kebijakan di Indonesia dapat dilakukan dengan mengacu pada
pendapat ahli hukum. Pendapat-pendapat ahli hukum tentang konsep peraturan
kebijakan akan dibandingkan sehingga dapat mengarahkan konstruksi
pengertian peraturan kebijakan secara komprehensif.'

Menurut Montgomery, peraturan kebijakan meliputi peraturan-peraturan
yang biasanya tidak mengikat secara hukum, meskipun mereka mungkin
memiliki kekuatan hukum, tetapi dalam prakteknya menentukan cara
bagaimana orang harus bertindak. Peraturan kebijakan sebagai bentuk khusus
dari peraturan umum. Peraturan kebijakan menunjukkan bagaimana pemerintah
akan melaksanakan kekuasaannya terhadap masyarakat umum. Peraturan
kebijakan dapat dibuat oleh pemerintah pusat atau sektoral maupun pemerintah
lokal, misalnya peraturan yang dikembangkan sehubungan dengan pemberian
izin. Peraturan kebijakan menjadi pedoman bagi pemerintah terutama dimana
pemerintah memiliki kekuasaan diskresi yang luas dan membantu untuk
mencegah tindakan sewenang-wenang. Pada mulanya, Peraturan kebijakan
hanya dimaksudkan untuk memiliki akibat ke dalam (internal), namun peraturan
kebijakan cenderung?f diumumkan kepada publik melalui pengumuman resmi
maupun tidak resmi."

Pembentukan peraturan kebijakan dalam praktik penyelenggaraan
pemerintahan merupakan suatu hal yang lumrah terjadi. Menurut Philipus M.
Hadjon “pelaksanaan pemerintahan sehari-hari menunjukkan betapa badan atau
pejabat tata usaha negara acapkali menempuh berbagai langkah kebijaksanaan
tertentu, antara lain menciptakan apa yang kini sering dinamakan peraturan
kebijaksanaan (beleidsregel, policy rule)”. dengan demikian, jelas ada hubungan
yang erat antara asas diskresi atau asas freies ermessen dengan peraturan
kebijakan. Peraturan kebijakan adalah wujud formal kebijakan yan% ditetapkan
oleh pejabat administrasi negara berdasarkan asas diskresi tersebut.”

% Ni'matul Huda dan R. Nazriyah, 2011. Teori & Pengujian Peraturan Perundang-Undangan (Bandung: Nusa
Pedia), h. 11.

' Victor Imanuel W. Nalle, 2013. Kewenangan Yudikatif Dalam Pengujian Peraturan Kebijakan, Jurnal
Yudisial, Vol. 6 No. 1: h. 36.

" Aan Efendi dan Freddy Poernomo, 2017. Hukum Administrasi, Cetakan Pertama, (Jakarta: Sinar Grafika),

h. 228.

" Arif Christiono Soebroto, Kedudukan Hukum Peraturan/Kebijakan Dibawah Peraturan Menteri
Perencanaan Pembangunan Nasional /Kepala Bappenas, h. 5. Diakses dari
https: / /jdih.bappenas.go.id /data /file /WORKSHOP_ Peraturan kebijakan di_Kementerian PPN
bappenas.pdf.
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Bentuk formal peraturan kebijakan dalam hal tertentu sering tidak berbeda
atau tidak dapat dibedakan dari format peraturan perundang-undangan.
Menurut A. Hamid S Attamimi: “dilihat dari bentuk dan formatnya, peraturan
kebijakan sama benar dengan peraturan perundang-undangan, lengkap dengan
pembukaan berupa konsiderans “menimbang” dan dasar hukum “mengingat”,
batang tubuh yang berupa pasal-pasal, bagian-bagian dan bab-bab serta
penutup, yang sepenuhnya menyerupai peraturan perundang-undangan”. Selain
memiliki persamaan dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana
dikemukakan di atas, ada juga peraturan kebijakan yang berbeda dengan
peraturan perundang-undangan dari segi bentuk formalnya. Oleh karena itu,
peraturan-peraturan kebijakan tersebut dengan mudah dibedakan dari
peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini, format peraturan kebijakan
tersebut tersebut lebih sederhana daripada format peraturan perundang-
undangan misalnya nota dinas, surat edaran, petunjuk pelaksanaan, petunjuk
teknis, pengumuman dan sebagainya.”

Dalam penyelenggaraan pemerintahan, pemerintah dapat mengambil
tindakan untuk mengatasi kekosongan hukum sebagai upaya mengatasi masalah
penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini dikarenakan pada hakikatnya tidak ada
undang-undang yang sempurna, kerap ditemukan kekurangan dan keterbatasan
dalam undang-undang tersebut, artinya tidak ada undang-undang yang lengkap
selengkap-lengkapnya atau sejelas-jelasnya dalam mengatur seluruh kegiatan
manusia.

Maka untuk itulah pemerintah diberikan wewenang untuk mengambil
tindakan mengatasi kekosongan / kesenjangan hukum tersebut. berdasarkan UU
Administrasi Pemerintahan wewenang tersebut berupa “diskresi”. Diskresi
merupakan kewenangan pejabat administrasi pemerintahan untuk mengambil
keputusan pemerintahan yang bebas karena belum diaturnya suatu hal
tertentu dalam peraturan perundang-undangan yang ada. Diskresi dapat
memberikan manfaat yang positif bagi terselenggaranya kegiatan
pemerintahan yang berkesinambungan dan tidak terhambat oleh kekosongan
hukum yang ada, namun demikian diskresi dapat menimbulkan dampak
negatif apabila dalam pelaksanaannya justru melanggar rambu-rambu hukum
yang ada serta bertentangan dengan norma-norma yang ada di masyarakat dan
bertentangan dengan kepentingan umum.

Diskresi secara khusus diatur dalam Bab VI UU Administrasi Pemerintahan.
Sebelumnya Pasal 1 mendefinisikan diskresi sebagai Keputusan dan/atau
Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan
untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan
pemerintahan dalam peraturan perundang-undangan yang memberikan
pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan/atau adanya
stagnasi pemerintahan. Definisi tersebut memberikan unsur-unsur diskresi,
antara lain:"*

13 11.+
Ibid.
¥ Victor Imanuel W. Nalle, 2016. Kedudukan Peraturan Kebijakan Dalam Undang-Undang Administrasi
Pemerintahan, Jurnal Refleksi Hukum, Volume 10 Nomor 1: h.4.

Dinamika Negara Hukum Demokratis

36 | pasca Perubahan UUD 1945



1. Berupa keputusan dan/atau tindakan;

2. Ditetapkan dan/atau dilakukan;

3. Dilakukan oleh pejabat pemerintahan;

4. Untuk mengatasi persoalan konkret dalam penyelenggaraan pemerintahan;
5. Diskresi tersebut dilakukan dalam hal (bersifat alternatif):

a. Peraturan perundang-undangan memberikan pilihan;

b. Peraturan perundang-undangan tidak mengatur

c. Peraturan perundang-undangan tidak lengkap atau tidak jelas;

d. Adanya stagnasi pemerintahan.

Definisi tersebut menunjukkan bahwa diskresi tidak hanya berupa
keputusan tetapi dapat juga berupa tindakan atau keputusan yang disertai
dengan tindakan. Tindakan dalam konteks ini dimaknai UU Administrasi
Pemerintahan sebagai perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara
negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret
dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan sesuai Pasal 1 angka 8 UU
administrasi Pemerintahan. Dengan demikian diskresi dapat memiliki 2 (dua)
bentuk. Pertama, keputusan tata usaha negara. Kedua, tindakan nyata
pemerintahan atau yang dikonsepkan oleh Utrecht sebagai perbuatan
pemerintah yang berdasarkan fakta atau perbuatan yang bukan perbuatan
hukum atau perbuatan tanpa akibat yang diatur oleh hukum.”

UU Administrasi Pemerintahan hanya memasukkan KTUN dan tindakan
faktual pemerintah sebagai bentuk diskresi, walaupun tindakan faktual pada
hakikatnya tidak dapat dikategorikan sebagai produk hukum pemerintah karena
tidak menimbulkan akibat hukum. KTUN sebagai produk hukum dari diskresi
berimplikasi pada sifat diskresi. Dengan demikian diskresi karena adanya
kekosongan hukum hanya dapat dibentuk dalam KTUN yang sifatnya konkrit,
individual, dan final. Padahal diskresi juga harus diikuti dengan produk hukum
yang bersifat umum dan abstrak karena implikasi kekosongan hukum bersifat
umum, bukan individual.

Secara teoritis, ilmu hukum administrasi mengenal konsep peraturan
kebijakan sebagai produk hukum dari diskresi. Namun peraturan kebijakan
bukanlah peraturan perundang-undangan sehingga implikasi mengikatnya tidak
sama dengan peraturan perundang-undangan. Namun pada prakteknya,
kekuatan mengikat peraturan kebijakan sebenarnya telah mengalami perluasan.
Peraturan kebijakan, menurut Bagir Manan, tidak secara langsung mengikat
secara hukum walaupun tetap mengandung relevansi hukum. Kekuatan
mengikatnya hanya bagi badan atau pejabat administrasi negara sendiri.
Meskipun ketentuan dalam peraturan kebijakan biasanya akan menyangkut
masyarakat umum secara tidak langsung. Sebagai contoh adalah suatu Juklak
pelaksanaan tender. Juklak tersebut hanya berisi ketentuan tata cara
administrasi negara dalam menyelenggarakan tender tetapi ketentuan-
ketentuan tersebut secara tidak langsung akan terkait dengan calon peserta
tender.”® Walaupun sifat peraturan kebijakan pada hakikatnya tidak mengikat,
tetapi pada prakteknya peraturan kebijakan memegang peranan penting dalam
penyelenggaraan pemerintahan. Dengan peranan yang penting dalam

' Jum Anggriani, 2012. Hukum Administrasi Negara, (Graha Ilmu ), h. 106.
'® Bagir Manan dan Kuntana Magnar, 1997. Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia, (Alumni), h.170.
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penyelenggaraan pemerintahan, seharusnya UU Administrasi Pemerintahan
mengatur peraturan kebijakan, tetapi pada kenyataannya justru sebaliknya.
Padahal peraturan kebijakan tidak dapat dilepaskan dari diskresi yang diatur
dalam UU Administrasi Pemerintahan.

Bagir Manan juga memberikan contoh bentuk peraturan kebijakan yang
pernah digunakan dalam administrasi pemerintahan. Beberapa bentuk tersebut
antara lain:"

1. Peraturan kebijakan yang berbentuk peraturan.

Sebagai contoh peraturan kebijakan yang berbentuk peraturan adalah
Permendagri No.4 Tahun 1976 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyerahan
Urusan-urusan dari Daerah Tingkat [ kepada Daerah Tingkat II.

2. Peraturan kebijakan yang berbentuk keputusan.

Peraturan kebijakan yang berbentuk keputusan bukanlah KTUN. Sifat
substansinya berbeda dengan KTUN yang bersifat konkret, individual, dan
final. Contoh peraturan kebijakan berbentuk keputusan adalah Keppres
No.29 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara.

3. Surat Edaran.

Administrasi negara sebagai pelaksana suatu kebijakan tidak dapat
begitu saja mengenyampingkan surat edaran. Karena, walaupun surat
edaran bukan merupakan suatu ketentuan hukum tetapi merupakan
manifestasi dari kebebasan bertindak yang melekat pada administrasi
negara. Dalam administrasi negara juga berlaku asas mematuhi keputusan
sendiri dan menjalankan dengan sungguh sungguh kebijakan yang
ditetapkan secara hirarkis dalam lingkungan administrasi negara yang
bersangkutan.

4. Instruksi.

Instruksi merupakan suatu bentuk keputusan yang bersifat hirarkis,
berlaku bagi jajaran administrasi negara di bawah pembuat instruksi.
Berdasarkan isinya, terdapat instruksi yang merupakan peraturan kebijakan
dan ada juga yang bukan peraturan kebijakan. Instruksi tentang kebijakan
konkret tertentu (khusus) tidak dapat dimasukkan sebagai peraturan
kebijakan. Instruksi untuk melaksanakan tugas tertentu bukanlah peraturan
kebijakan. Instruksi akan menjadi peraturan kebijakan jika disertai dengan
ketentuan yang bersifat umum.

5. Pengumuman tertulis.

Sekitar tahun 1945-1949 cukup banyak dijumpai berbagai macam
pengumuman atau maklumat. Tetapi maklumat yang ditetapkan pada waktu
itu tidak selalu bersifat peraturan kebijakan. Perlu dibedakan kedudukan
Presiden dan Wakil Presiden saat membuat pengumuman atau maklumat,
apakah sebagai administrasi negara atau pemegang kekuasaan negara.
Maklumat Nomor X Tahun 1945 (16 Oktober 1945), menurut Bagir Manan,
harus dipahami sebagai keputusan negara bukan administrasi negara.
Pengumuman sebagai peraturan kebijakan juga harus berbentuk tertulis dan
bersifat umum.

K Bagir Manan, 2008. Peraturan Kebijakan, Varia Peradilan:, h. 16-17.
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Dengan demikian peraturan kebijakan tidak dapat digolongkan sebagai
peraturan perundang-undangan karena tidak memenuhi keseluruhan ciri-ciri
peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam UU No.12 Tahun
2011, melainkan suatu bentuk/ implikasi dari diskresi. Bila dikaitkan dengan UU
administrasi pemerintahan, peraturan kebijakan tidak dikenal secara
keseluruhan kecuali peraturan kebijakan berupa keputusan dan tindakan atau
keputusan yang disertai dengan tindakan pemerintah.

Jika mengacu pada pendapat Bagir Manan yang menyatakan bahwa
peraturan kebijakan (beleidsregel, pseudowetgeving, policy rules) yaitu peraturan
yang dibuat-baik kewenangan maupun materi muatannya-tidak berdasar pada
peraturan perundang-undangan, delegasi atau mandat, melainkan berdasarkan
wewenang yang timbul dari freies ermessen (diskresi),® sehingga apabila
mengacu pada hukum positif di Indonesia, peraturan perundang-undangan
yang dapat digunakan sebagai dasar hukum pembentukan dan pelaksanaan
peraturan kebijakan (diskresi) adalah UU Administrasi Pemerintahan dengan
memperhatikan definisi, lingkup, persyaratan, prosedur dan akibat hukum dari
diskresi sebagaimana diatur dalam UU Administrasi Pemerintahan."

Apabila kembali memperhatikan UU Administrasi Pemerintahan, diskresi
ditentukan hanya berbentuk KTUN dan tindakan nyata pemerintah. Sehingga
dapat disimpulkan bahwa peraturan kebijakan yang termasuk dalam diskresi
adalah suatu peraturan yang bersifat KTUN saja, lalu bagaimana dengan
peraturan kebijakan lain? mengingat UU administrasi pemerintah tidak
mengatur secara eksplisit mengenai peraturan kebijakan yang bentuknya tidak
berupa KTUN.

Praktik dalam pemerintahan menunjukkan bahwa berbagai bentuk
peraturan kebijakan digunakan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Namun
berbagai bentuk peraturan kebijakan tersebut tidak diatur kedudukannya
sebagai peraturan kebijakan. Menurut Jimly Asshiddigie, dalam prakt1knga di
Indonesia, peraturan kebijakan dapat dibuat dalam bentuk-bentuk seperti:

Surat edaran, contoh: Surat Edaran Bank Indonesia;
Surat perintah atau instruksi, contoh: Instruksi Presiden,;
Pedoman Kerja atau Manual;

Petunjuk Pelaksanaan (Juklak);

Petunjuk Teknis (Juknis);

Buku Panduan atau “guide” (guidance);

Kerangka Acuan atau Term of Reference (TOR);

Desain Kerja atau Desain Proyek (Project Design).

Berdasarkan hal tersebut disimpulkan bahwa UU Administrasi Pemerintahan
mengenal diskresi, yang dapat dijadikan sebagai dasar pembentukan peraturan
kebijakan khusus yang bersifat keputusan/ tindakan yang ditetapkan, sehingga
masih ada kekosongan pengaturan mengenai peraturan kebijakan lainnya. UU
administrasi pemerintahan saat ini tidak mengenal/ mengatur secara kongkrit
tentang peraturan kebijakan, sehingga belum ada ketentuan/ tata aturan
mengenai penyusunan peraturan kebijakan tersebut.

S0 e A0 T

Baglr Manan, 2004. Hukum Positif Indonesia (Satu Kajian Teoritik), (FH UII Press), h.15.
" Lihat pasal 22 s.d pasal 32 UU Administrasi Pemerintahan
%% Jimly Asshiddigie, 2010. Perihal Undang-Undang (Jakarta: Rajawali Pers), h.274.
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Maka dengan dibatasi lingkup diskresi pada UU Administrasi Pemerintahan,
berdampak pada ketiadaan regulasi (kekosongan hukum), yang mengatur
mengenai pembentukan peraturan kebijakan secara umum. Karena dalam
prakteknya peraturan kebijakan tidak hanya berupa keputusan/ ketetapan
tetapi juga dapat berbentuk: 1) surat edaran, 2) surat perintah atau instruksi; 3)
pedoman kerja atau manual, 4) petunjuk pelaksanaan (juklak), 5) petunjuk
operasional /petunjuk teknis (juknis), 6) instruksi, 7) pengumuman, 8) buku
panduan atau “guide” (guidance), 9) kerangka acuan atau Term of Reference
(TOR), 10) desain kerja atau desain proyek (project design) yang materinya
bersifat mengatur dan mengikat secara umum, dan peraturan kebijakan lainnya.

III. KESIMPULAN

Undang-Undang Administrasi Pemerintah tidak mengatur secara konkrit
mengenai peraturan kebijakan, namun hanya mengatur tentang diskresi yang
dapat digunakan sebagai dasar pembentukan peraturan kebijakan yang khusus
berbentuk keputusan/ ketetapan tindakan. Sehingga masih ada kekosongan
pengaturan mengenai peraturan kebijakan secara umum yang berakibat belum
ada ketentuan/ tata aturan mengenai penyusunan peraturan kebijakan
tersebut.
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ABSTRAK

Melalui pemilu, setiap warga negara dapat menggunakan hak politiknya secara
cerdas. Pemilu dan pilkada merupakan salah satu perwujudan aspirasi rakyat
sebagai bentuk partisipasi masyarakat dalam kebijakan pemerintahan.
Pelaksanaan pemilu dan pilkada yang sudah dilaksanakan selama ini, selain
berlangsung secara lancar dan sukses, juga terdapat kekurangan. Sehingga,
permasalahan yang menarik dalam tulisan ini adalah bagaimana penguatan
legislasi pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah serentak? Kajian ini
menggunakan metode yuridis normatif dengan paradigma post-positivisme.
Pelaksanaan pemilu dan pilkada merupakan salah satu sarana penyaluran hak
asasi warga negara yang dijamin oleh negara yang dalam pelaksanaannya harus
sesuai dengan jadwal ketatanegaraan yang telah ditentukan. Dengan demikian,
pemilu dan pilkada merupakan salah satu instrumen penting dalam sistem
demokrasi. Dengan banyaknya persoalan-persoalan terkait dengan pelaksanaan
pemilu, dipandang perlu melakukan perbaikan dan penguatan legislasi serta
perlu didesain penguatan legislasi pemilu dan pilkada serentak guna kepastian
hukum, kemanfaatan, dan keadilan, sehingga tidak acap kali mengubah
peraturan perundang-undangan dalam pelaksanaan pemilu dan pilkada
serentak guna terbangunnya kepastian dan kemapanan pelaksanaan pemilu dan
pilkada serentak. Lebih lanjut, perlunya evaluasi dalam setiap penyelenggaraan
pemilu dan pilkada, yang apabila didapatkan kekurangan dalam
penyelenggaraannya dapat diatur dalam aturan pelaksananya, kecuali dipandang
perlu diatur dalam Undang-Undang. Kedepannya, perlu diatur dalam konstitusi
terkait dengan pelaksanaan periodisasi pilkada guna kepastian hukum.

Kata Kunci : Demokrasi; Legislasi; Pemilu; Pilkada; Serentak.
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I. PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara hukum yang demokratis, dengan konsekuensi
bahwa pelaksanaan kedaulatan berada di tangan rakyat yang dilaksanakan
menurut Undang-Undang Dasar.' Paham kedaulatan rakyat atau demokrasi
(democracy) sebagaimana diatur dalam UUD 1945 (constitutional democracy)
menggunakan penyelenggaraan pemilu (election) sebagai tool untuk
mewujudkan demokrasi (electoral clemocmcy).2 Dalam konteks ini, pemilihan
umum (pemilu) dan pemilihan kepala daerah (pilkada) menjadi sarana bagi
rakyat (pemilih) untuk memilih pemimpin baik nasional maupun daerah.’

Dalam memilih pemimpin di Indonesia sebagai konsekuensi dari negara
hukum yang demokratis adalah adanya pemilihan pemimpin dengan cara yang
demokratis. * Melalui kedemokratisan pelaksanaan pemilu dan pilkada,
diharapkan tujuan pemilu dan pilkada dapat tercz:q:)ai.5 Tujuan pemilu dan
pilkada yang utama adalah untuk menghasilkan pemimpin yang benar-benar
dapat mewakili rakyat sebagai pemimpin negara dan pemerintahan. °
Pemerintah sebagai wakil rakyat harus dapat memposisikan diri sebagai wakil
rakyat di negara Indonesia.” Bagaimana mengaspirasi untuk kepentingan negara
dan masyarakat dalam kegiatan yang dilaksanakan. Sebagaimana yang
dikemukakan oleh Thomas R. Dye, “whatever government choose, to do or not to
do, the most important is there must be a goal, objective or purpose.”8 Kebijakan

' Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD
1945).

? Gotfridus Goris Seran, 2017. “Pilkada Serentak: Model, Kebijakan dan Kaitan dengan Penguatan Demokrasi
Elektoral di Indonesia”, Prosiding Seminar Nasional FHISIP-UT 2017: “Transformasi Sosial menuju
Masyarakat Informasi yang Beretika dan Demokratis”, Pamulang-Tangerang Selatan: Universitas
Terbuka, 2017, h. 19; Gotfridus Goris Seran dan Chairul Amri Zakariyah, Pilkada Langsung Serentak:
Model, Kerangka Kebijakan dan Kaitan dengan Sinkronisasi Tata Kelola Pemerintahan di Indonesia
(Bogor: Unida Press), h. 17-18.

® Gotfridus Goris Seran, 2019. “Konstitusionalitas dan Desain Pemilukada Langsung Serentak Nasional,”
Jurnal Konstitusi 16, Nomor 3 (September): h. 660.

Sayyldatul Insiyah, Xavier Nugraha, dan Shevierra Danmadiyah, 2019. “Pemilihan Kepala Daerah Oleh
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah: Sebuah Komparasi Dengan Pemilihan Secara Langsung Oleh
Rakyat”, Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum 28, No. 2 (Agustus): h. 165,
https: / /docs.google.com /document /d /1s1X37pl1C7lv4aXz0zIU18Ze8nyMZG ey /edit.

® Yana Suryana, 2020. “Pengaruh Pelaksanaan Pemilihan Umum Serentak Terhadap Budaya Politik,”
Supremasi  Hukum: Jurnal Penelitian ~Hukum 29, No. 1 (Januari): h. 13-28,
https://ejournal.unib.ac.id/index.php/supremasihukum /article /download /10116 /5137.

® Khairul Rahman dan Rendi Prayuda, 2020. “Pemilihan Umum di Indonesia: Pemimpin dan Wakil Rakyat
Yang Ideal,” Jurnal Kemunting 1, Nomor 2 (Juli): h. 135-148,
http://ejurnal.universitaskarimun.ac.id /index.php /IAN /article /download /134 /105 /.

’ Azmi, 2018. “Kedaulatan Rakyat Dalam Perspektif Negara Hukum Yang Berketuhanan,” ALQALAM 35, No. 1
(Januari-Juni): h. 73-98,
http://ejurnal.universitaskarimun.ac.id /index.php /IAN /article /download /134 /105https: / /media.
neliti.com /media /publications /282911-kedaulatan-rakyat-dalam-perspektif-negar-90a14538.pdf.

® Thomas R. 2010. Dye, Understanding Public Policy (New York: Pearson Education, Cet. 13), h. 3.
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apapun yang dipilih atau diambil oleh pemerintah, dilakukan atau tidak
dilakukan, harus jelas tujuan, objek, atau sasarannya, yaitu untuk kepentingan
rakyat banyak. Sehingga, ‘kepentingan rakyat’ menjadi hal yang utama sebagai
negara hukum demokratis.

Lebih lajut, salah satu ciri utama negara yang menganut sistem demokrasi
dalam pemerintahannya adalah diselenggarakannya pemilihan umum secara
periodik.’ Demokrasi menempatkan manusia dalam posisi dan kapasitas sebagai
pemilik sekaligus pemegang kedaulatan yang kemudian dikenal dengan prinsip
kedaulatan rakyat.
menentukan corak dan cara serta tujuan apa yang hendak dicapai dalam
kehidupan kenegaraan. Hal ini menunjukkan bahwa rakyat berkuasa secara

Sebagai pemegang kedaulatan, maka rakyat yang

independen atas dirinya sendiri." Selanjutnya, terkait dengan unsur-unsur yang
harus dipenuhi dalam suatu negara demokrasi, Lymant Tower Sargent
mengemukakan beberapa unsur, antara lain: citizen involvement in political
decision making, some degree of equality among citizens, some degree of liberty or
freedom granted to or retained by citizens, a system of reprentation, and an
electoral system majority rule.”” Bahwa, keterlibatan warga negaralah yang paling
utama dalam pengambilan keputusan politik, dengan berdasarkan pada derajat
kesetaraan, derajat kebebasan atau kebebasan yang dimiliki oleh setiap warga
negara, sistem perwakilan, dan sistem pemilihan mayoritas. Menurut Haposan
Siallagan, untuk mewujudkan konsep dasar dalam negara demokrasi bukanlah
pekerjaan mudah. Sangat sulit untuk memberikan keleluasaan kepada rakyat
dalam menjalankan kekuasaan tertinggi itu tanpa dibarengi dengan mekanisme
dan kontrol pelaksanan yang jelas dan tegas.13

Pemilu dan pilkada merupakan salah satu elemen terpenting untuk merawat
kedaulatan rakyat, karena meletakkan rakyat sebagai titik utama yang
memegang kedaulatan primer (primairy soverignty).14 Suatu negara dipandang
memiliki sistem politik demokrasi, sebagaimana ditegaskan oleh Powell:

Election are not the only instrument of democracy. They must be helped by
other organizations and by rules that encourage communication and cooperation.
But elections seem to be the critical democratic instrument. They claim to

’ Janpatar Simamora, 2014. “Menyongsong Rezim Pemilu Serentak (Induction of The Simultaneous Election
Regime),” Jurnal RECHTS VINDING, Media Pembinaan Hukum Nasional 3, Nomor 1 (April): h. 6.
Jlmly Asshiddiqie, 2005 “Demokrasi dan Hak Asasi Manusia.” Materi disampaikan dalam studium general
pada acara The 1" National Converence Corporate Forum for Community Development, Jakarta, 19
Desember, h. 2.
Hendra Nurtjahjo, 2006. Filsafat Demokrasi (Jakarta: Bumi Aksara), h. 32.
Lymant Tower Sargent,1984. Contemporary Political Ideologies (Chicago: The Dorsey Press), h. 32-33.
8 Haposan Siallagan dan Janpatar Simamora, 2011. Hukum Tata Negara Indonesia (Medan: UD. Sabar), h
137-138.
" Fajlurrahman Jurdi, 2018. Pengantar Hukum Pemilihan Umum (Jakarta: Kencana), h. 18.
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establish connections that compel or greatly encourage the policy makers to pay
attention to citizens. There is widespread consensus that the presence of
competitive elections, more that any other feature, identifies a contemporary
nations-state as a democratic political s.ystem.15

Pemilu bukan satu-satunya instrumen demokrasi, harus dibantu oleh
organisasi lainnya dan aturan yang mendorong komunikasi dan kerjasama."
Namun, pemilu merupakan instrumen demokrasi yang kritis, yang mengklaim
untuk membangun komunikasi yang memaksa atau mendorong para pembuat
kebijakan untuk memperhatikan warga negara.” Selain itu, ada konsensus
bahwa kehadiran pemilu yang kompetitif, lebih dari fitur lainnya,
mengidentifikasi negara-negara kontemporer sebagai sistem politik yang
demokratis.” Dengan demikian, pelaksanaan demokrasi di Indonesia melalui
penyelenggaraan pemilu dan pilkada, diselenggarakan untuk memilih anggota
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Presiden dan
Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), yang
dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima
tahun sekali dan pelaksanaan pemilihan kepala daerah untuk memilih
Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-maisng sebagai kepala pemerintahan
daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis.”’ Pemilu dan
pilkada bukan hanya menjadi instrumen bagi konversi suara menjadi kursi,
tetapi lebih luas maknanya karena dapat menentukan arah sistem pemerintahan
yang dibangun di masa depan.” Sistem pemerintahan yang terbentuk melalui
pemilu dan pilkada adalah menjadi penentu kapasitas demokrasi yang
menggerakkan sistem politik, termasuk mengelola partisipasi masyarakat.*
Pangkal tolak dalam membangun sistem pemilu yang demokratis adalah tidak
lepas dari agenda amandemen konstitusi utamanya terkait dengan prinsip
penegakan kedaulatan rakyat. Pola kekuasaan dan partisipasi masyarakat yang

5 Topo Santoso, 2019. Pemilihan di Indonesia: Kelembagaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan (Jakarta: Sinar
Grafika), h. 12.

16 Harfani, 2022 Jalan Panjang Pemilu dan Kerinduan Konsolidasi Demokrasi, Opini, rumahpemilu.com, 11
Januari 2022, https: //rumahpemilu.org /jalan-panjang-pemilu-dan-kerinduan-konsolidasi-
demokrasi/, diakses 23 April.

" Janpatar Simamora, 2011. “Eksistensi Pemilukada Dalam Rangka Mewujudkan Pemerintahan Daerah Yang
Demokratis,” MIMBAR HUKUM 23, Nomor 1 (Februari): h. 221-236.

' Isharyanto, 2017. Partai Politik, Ideologi, dan Kekuasaan (Yogyakarta: CV. Absolute Media, Cetakan 1 Juli).

¥ Pasal 22E ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya
disebut UUD 1945).

2% pasal 18 ayat (4) UUD 1945.

A Prayudi, 2021. “Agenda Pemilu Serentak: Pemisahan Pemilu Nasional dan Pemilu Lokal,” Politica 12, No. 1
(Mei): h. 69.:10.22212 /jp.v12i1.1768.

* Ibid.
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dijamin konstitusi dapat menghasilkan desain institusinya melalui pemilu yang
diselenggarakan.”

Pemilu dan pilkada sebagai salah satu perwujudan aspirasi rakyat, sejalan
dengan pentingnya partisipasi masyarakat dalam kebijakan pemerintahan. John
Dewey menyatakan, masyarakat demokrasi tergantung pada konsensus sosial
perkembangan manusia yang didasarkan pada kebebasan, persamaan, dan
partisipasi politik. Partisipasi merupakan hal vital bagi pemilihan kebijakan
karena konsensus atau mayoritas merupakan landasan yang perlu bagi
keputusan sosial dan tindakan partisipasi bahkan bagi pengembangan diri.
Meskipun kebebasan tidak sepenuh egosentrik yang sekedar “kebebasan
bertindak”, tetapi lebih pada “kebebasan berfikir” yang merangsang
keharmonisan sosial dan bahkan apa yang disebut sebagai kepentingan
bersama.”*

Pelaksanaan pemilu dan pilkada yang telah diselenggarakan selama ini,
selain berlangsung secara lancar dan sukses, juga terdapat kekurangan.
Misalnya, catatan dalam penyelenggaraan pemilu serentak tahun 2019, antara
lain berdasarkan data yang dirilis oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum
(Bawaslu) terdapat 16.134 (enam belas ribu seratus tiga puluh empat)
pelanggaran administrasi, 373 (tiga ratus tujuh puluh tiga) pelanggaran kode
etik, 582 (lima ratus delapan puluh dua) pelanggaran pidana, dan 1.475 (seribu
empat ratus tujuh puluh lima) pelanggaran hukum lainnya yang terjadi pada
pemilihan umum tahun serentak tahun 2019.”

Selanjutnya, berdasarkan data dari hasil verifikasi dan validasi SK KPU
Nomor 926 /KU.03-2KPT /KPU/IV /2019, jumlah personil badan ad hoc yang
meninggal sebanyak 708 (tujuh ratus delapan) orang.”® Sementara, personil
badan ad hoc yang meninggal berdasarkan data yang terverifikasi dan tervalidasi
(memenuhi syarat) dengan SK KPU Nomor 926/KU.03-2KPT/KPU/IV /2019
adalah sebanyak 749 (tujuh ratus empat puluh sembilan) orang. Angka tersebut
lebih tinggi dari data yang dirilis oleh Kementerian Kesehatan Republik
Indonesia, yang menyatakan bahwa hingga 15 Mei 2019, pukul 14.00 WIB, jumlah
petugas pemilu tahun 2019 yang meninggal tercatat sebanyak 527 (lima ratus
dua puluh tujuh) jiwa, sementara yang sakit mencapai 11.239 (sebelas ribu dua

% David Marsh & Gary Stoker, Teori dan Metode Dalam Ilmu Politik (Bandung: Penerbit Nusa Media 2012),
h. 221-129.

**S.P. Varma, Teori Politik Modern (Jakarta: Rajawali Press, 1987), h. 219-221.

% Badan Pengawas Pemilu, Data Pelanggaran Pemilu Tahun 2019, 4 November 2019.

® Komisi Pemilihan Umum, Penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019 (Jakarta: Komisi Pemilihan Umum, 2019),
h. 13.
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ratus tiga puluh sembilan) jiwa, yang jumlahnya tersebar di 25 (dua puluh lima)
provinsi di seluruh Indonesia.”’

Selain itu, permasalahan lainnya adalah survei mengenai pelaksanaan pemilu
2019 dan demokrasi di Indonesia yang dilakukan oleh Pusat Penelitian Politik
LIPI menjelaskan bahwa, dua tujuan dasar Pemilu Serentak 2019 masih belum
tercapai, yakni tujuan dasar yang pertama belum tercapai karena hanya 16,9%
(enam belas koma sembilan persen) responden mengaku memilih caleg/partai
pendukung calon presiden dan wakil presiden pilihannya. Sementara itu, tujuan
dasar yang kedua tidak terpenuhi disebabkan 74% (tujuh puluh empat persen)
responden survei publik dan 86% (delapan puluh enam persen) survei tokoh
merasa disulitkan oleh hal-hal teknis selama Pemilu Serentak 2019, hasil survei
juga menunjukkan bahwa 82% (delapan puluh dua persen) responden tokoh
menganggap skema Pemilu Serentak harus diubah atau ditinjau kembali.”®

Permasalahan lain adalah permasalahan logistik pemilu. Berdasarkan data
yang dirilis KPU terdapat 2.249 (dua ribu dua ratus empat puluh sembilan)
tempat pemungutan suara (TPS) yang harus melaksanakan pemungutan suara
susulan. Pemungutan suara susulan tersebut disebabkan karena adanya
persoalan distribusi logistik pemilu dan bencana alam. Selain itu, berdasarkan
hasil rekapitulasi suara yang dilakukan oleh KPU, persentase suara tidak sah
pada pemilu serentak tahun 2019 menunjukkan kenaikan jika dibandingkan
dengan pemilu 2014. Ke